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BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Pariwisata Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2019 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Dinas Pariwisata
Provinsi Banten dalam bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja pelaksanaan Program
kegiatan dan anggaran dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Dinas tahun 2012-2017 serta

masa transisi Rencana Strategis Dinas tahun 2017-2022.

Dinas Pariwisata Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2019 berupaya merespon masukan,
saran dan pendapat masyarakat yang termuat dari usulan program dan kegiatan sesuai dengan
prinsip-prinsip Good Governance. Agar prinsip Good Governance dapat diimplementasikan dengan
baik maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak, baik masyarakat maupun
pemerintah secara integral. Good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik,
profesionalisme, etos kerja dan moral yang tinggi. Terselenggaranya good governance merupakan

prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan tugas pemerintahan
dan tugas pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih,
bertanggungjawab. Konsep dasar akuntabilitas adalah penjelasan managerial yang
bertanggungjawab dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini berarti setiap aparatur Dinas
Pariwisata bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan kegiatan tersebut benar-

benar direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2019,
Dinas Pariwisata Provinsi Banten berdasarkan pada Peraturan Per-Undang-Undangan sebagai

berikut :

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2)  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
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3)

4)
5)

6)

7)

8)

B.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4422);

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04 6976/0OTDA (Gubernur) dan
120.04/6977/0OTDA (Bupati/Walikota) Tanggal 31 Desember 2019 tentang Pedoman
Penyusunan LPPD Tahun 2019.

GAMBARAN UMUM
Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah, maka Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi Banten Nomor 24 Tahun 2002, mengalami reorganisasi menjadi Dinas Pariwisata
Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016.
Kedudukan Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang
pariwisata yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah

dan tugas pembantuan di bidang pariwisata.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata adalah melaksanakan urusan pemerintahan
daerah di bidang Pariwisata dan serta tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut,
Dinas Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:

1)  Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

2)  Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif;

3)  Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

4)  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No. 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Tugas
Pokok, Fungsi, Tipe dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas
pembantuan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif Untuk melaksanakan tugas pokok

tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :
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9) merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pariwisata berdasarkan rencana strategis
Dinas Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

10) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pariwisata sesuai dengan
program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai
rencana;

11) membina bawahan di lingkungan Dinas Pariwisata dengan cara mengadakan
rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;

mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pariwisata sesuai dengan tugas,
tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan
kelancaran pelaksanaan tugas;

menetapkan kebijakan teknis pariwisata;

menetapkan rekomendasi teknis pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang pariwisata;
merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang destinasi pariwisata;
merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pemasaran produk
pariwisata;

merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pengembangan industri
pariwisata dan ekonomi kreatif;

merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pengembangan sumber
daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;

mengorganisasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

merumuskan koordinasi kegiatan dinas dengan unit kerja terkait;

menetapkan kebijakan sistem pengendalian internal;

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pariwisata dengan cara
membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan
kegiatan dan rencana yang akan datang;

menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pariwisata sesuai dengan kegiatan yang
telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

A. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Banten terdiri dari :

1.

2
3.
4

Kepala Dinas;
Sekretariat;
Bidang Destinasi Pariwisata;

Bidang Pemasaran Produk Pariwisata ;
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5. Bidang Pengembangan Industri dan Ekonomi Kreatif;

6. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Struktur organisasi Dinas Pariwisata tergambar sebagai berikut :

STUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN
[ KEPALA DINAS |
[ Ir. Hj Eneng Nurcahyati |
| SERETRE |
LT T 1 | Wadiyo, SPd, M.Pd |
[
[ |
KASUBAG UMUMSKEPEG KASUBAG KEUANGAN KASUBAG PROGRAM
KABID PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA KABID PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ‘
KABID DESTINASIPARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABID PEMASARAN PROODUK PARMISATA
Paundra Bayyu Ajie, AP, M.Si, Dra. Sri Mulyati, M.Si Hj. Linda Rohayati, F.S.Sos, M.Si Dra. Adolfina Nopelis Katemba, MM

KASI PENGEMBANGAN DAYATARIK KASI STANDARISASI DAN KUALIFIKASI SUMBER
WISATA KASI PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA DAYAMANUSIA KASI PROMOSI PARIWISATA
KASI PENGELOLAAN KAWASAN KASI STANDARISASI INDUSTRI PARIWISATADAN KASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
STRATEGIS PARIWISATA EKONOMI KREATIF DAN EKONOMI KREATIF KASI SARANADAN PRASARANA PRONOSI PARIWISATA
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DESTINASI PARWISATA KASI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA KASI PENGEMBANGAN PASAR PARIWISATA

Kondisi Sumber Daya Manusia

Ketersediaan Aparatur pelaksana tugas pemerintahan dan tugas pembangunan bidang

pariwisata dan ekonomi kreatif berjumlah 111 orang dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel
Komposisi dan Jumlah Personil
NO URAIAN JUMLAH %
1 Pegawai Negeri Sipil 59 53.64
2 Pramubakti Administrasi 29 26.36
3 Satuan Pengaman 12 10.91
4 Kebersihan 7 6.36
5 Pengemudi 3 2.73
JUMLAH 110 100

Sumber : SIMPEG Provinsi Banten, 2019
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Tabel
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan
GOLONGAN
NoO. JABATAN I II I v JUMLAH
1 |Kepala Dinas - - - 1 1
2 |Sekretaris - - - 1 1
3 |Kepala Bidang - - - 3 3
4 |Kepala Seksi/Subbag - - 9 6 15
S |Fungsional - 2 - 2
6 |Staf / Pelaksana - 15 21 1 37
JUMLAH - 15 32 12 59
% Terhadap Jumlah Pegawai - 25.42 | 54.24 | 20.34 | 100,00
Sumber : SIMPEG Provinsi Banten, 2019
Tabel
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
KUALIFIKASI PENDIDIKAN
NO JABATAN S3 S2 S1 D3 | D2 | SLTA JUMLAH
1 |Kepala Dinas - - 1 - - - 1
2 |Sekretaris - 1 - - - - 1
3 |Kepala Bidang - 3 - - - - 3
4 |Kepala Seksi/Subbag 12 3 15
5 |Fungsional - 2 - - - 2
6 |Pramubakti - 2 12 - 1 36 51
TOTAL o 23 32 10 1 44 110
% terhadap Jumlah 0,00 | 20.91 [29.09 | 9.09 (0.91|40.00| 100,00
Pegawai

Sumber : Dispar Provinsi Banten, 2019
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Tabel

Jenis Pendidikan dan Latihan Teknis Yang Diikuti s/d Tahun 2019

NO JENIS DIKLAT JUMLAH
1 | Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 18
2 | Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 3
3 | Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah 7
4 | Diklat Teknis Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Program 4

Pembangunan
S | Diklat Analisis Gender 2
6 | Diklat Kapasitas Kinerja 1
7 | Diklat Dasar-Dasar Pelayanan Prima 2
8 | Diklat Daya Saing Daerah 3
9 | Diklat Teknis Kearsipan 6

10 | Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah 11
11 | Diklat Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2
12 | Diklat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1
13 | Diklat Manajemen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 1
14 | Diklat Laporan Kinerja Keuangan Daerah 1
15 | Diklat Penyusunan RENSTRA 2
16 | Diklat Teknis Pengelolaan Barang 1
17 | Diklat Penyusunan Laporan Keuangan 2
18 | Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah 3
19 | Diklat Tata Cara Penyusunan Renja SKPD 1

20 | Diklat Manajemen Aset Daerah 1

21 | Diklat Peningkatan Kinerja Staf 2

22 | Diklat Penatausahaan Aset 4

24 | Diklat PIM II 1

25 | Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 1

26 | Diklat Kepariwisataan 1

27 | Diklat Management Pengembanagan Wisata Daerah 1

28 | Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah 1

29 | Diklat Penyusunan LAKIP 1

30 | Diklat PPID 1

31 | Diklat Teknis Penyusunan SKP 1

32 | Diklat Penggerak Tunas Integritas 1

33 | Diklat Pengelolaan Website 1

34 | Diklat Teknis Pengelolaan Informasi dan Komunikasi 1

35 | Diklat Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pemenuhan Kebutuhan 1

Ekonomi Rumah Tangga Bagi Anggota Korpri Provinsi Banten

36 | Diklat Management Data Pemerintahan Berbasis Spasial (GIS) 1
37 | Bimtek SIMDA 1
38 | Bimtek LPPD 1
39 | Bimtek SKP 1
40 | Diklat teknis pengelolaan Barang Milik Daerah 1
41 | Diklat Penggerak Tunas Integritas 6
42 | Diklat Penyusunan laporan keuangan 2

berbasis akrual,
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NO JENIS DIKLAT JUMLAH
43 | Diklat Standar Pelayanan Minimum 2
44 | Bimtek Penyusunan Standar Kompetensi PNS 2
45 | Bimtek Penyimpan dan Pengurus Barang 1
46 | Bimtek Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan 1
Barang dan Jasa
47 | Bimtek TEPRA 1
48 | Bimtek Penyusunan Analisa Jabatan 1
49 | Bimtek Operator Administrasi Manajemen 2
S50 | Bimtek Pembangunan Gedung Negara 1
51 | Bimtek Aplikasi Link 1
52 | Bimtek Inovasi Pelayanan Publik 1
53 | Bimtek Revolusi Mental 1
54 | Bimtek Analisa Data Pasar Pariwisata 1
55 | Bimtek Penyusunan Hukum Konstruksi 1
56 | Bimtek Kearsipan 1
57 | Bimtek Pengelolaan Penatausahaan 3
Keuangan Daerah di Lingkungan
58 | Bimtek e-Pengadaan langsung 2
59 | Bimbingan Teknis Penyusunan 1
Dokumen Perjanjian Kerja Sama
Luar Negeri Bidang Pariwisata
60 | Seminar Publick Speeking For Business dari IndonesiaParliament 1
School
61 | Diklat Kepemimpinan Nasional 1
62 | Diklat Teknis Penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ 1
63 | Diklat Penyusunan Dokumen Kontrak dan Rencana Umum 1
Pengadaan (RUP)
64 | Diklat pemantapan Nilai Nilai Kebangsaan dan Kepimpinan 1
Aparatur Pemerintahan Provinsi Banten
JUMLAH 131

Sumber : Dispar Provinsi Banten, 2019

Dari Tabel 2.4, terlihat bahwa daya dukung kapasitas pegawai dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten melalui pendidikan dan

latihan mencapai 118 % dari total pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan.
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Berikut adalah rincian tugas pokok dan fungsi, seluruh komponen Dinas Pariwisata Provinsi Banten :

Kepala Dinas

a)

b)

Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu
Gubernur  melalui  Koordinasi  Sekretaris Daerah  dalam
menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan
pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan
berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Destinasi Pariwisata,

Bidang Pemasaran Produk Pariwisata, Bidang Pengembangan

Industri  Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Bidang

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala Dinas Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagai

berikut:

25) merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pariwisata
berdasarkan rencana strategis Dinas Pariwisata sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

26) mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Pariwisata sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan
kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

27) membina bawahan di lingkungan Dinas Pariwisata dengan
cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara
berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;

28) mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan
Dinas Pariwisata sesuai dengan tugas, tanggung jawab,
permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku
untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

29) menetapkan kebijakan teknis pariwisata;

30) menetapkan rekomendasi teknis pelayanan perizinan dan
non perizinan di bidang pariwisata;

31) merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta
koordinasi bidang destinasi pariwisata;

32) merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta
koordinasi bidang pemasaran produk pariwisata;

33) merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta

koordinasi bidang pengembangan industri pariwisata dan
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ekonomi kreatif;

34) merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta
koordinasi bidang pengembangan sumber daya manusia
pariwisata dan ekonomi kreatif;

35) mengorganisasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan
mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai
dengan bidang tugasnya;

36) merumuskan koordinasi kegiatan dinas dengan unit kerja
terkait;

37) menetapkan kebijakan sistem pengendalian internal;

38) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan
Dinas Pariwisata dengan cara membandingkan rencana
dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

39) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Pariwisata sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan
sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata; dan

40) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

Sekretaris

a)

b)

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas
Pariwisata dalam melaksanakan perumusan rencana program dan
kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan
evaluasi pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1)  menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat
berdasarkan program kerja Dinas Pariwisata serta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2)  mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan
Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab
yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan
efektif dan efisien;

3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam

pelaksanaan tugas;
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4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan
Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;

5)  merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman,
standardisasi, pelayanan  administrasi umum  dan
kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;

6) menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan
administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta
evaluasi dan pelaporan;

7)  merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis
penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan
barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana
Dinas Pariwisata;

8) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan
Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di
masa yang akan datang;

9) menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja; dan

10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a)

b)

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan

administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah
tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan
pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

rincian tugas sebagai berikut:

1)  merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab  masing-masing untuk  kelancaran

10



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

2019

pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;

4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5)  melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga
lingkup Dinas Pariwisata;

6) melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan
kepustakaan;

7)  melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan
pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Pariwisata;

8) melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian
lingkup Dinas Pariwisata;

9)  melaksanakan fungsi kehumasan;

10) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi
hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

11) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang; dan

12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

Kepala Sub Bagian Keuangan

a)

b)

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu
Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
rencana anggaran, pembukuan, verifikasi, dan perbendaharaan
Dinas Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:

1)  merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan

rencana  operasional Sekretariat sebagai pedoman
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

pelaksanaan tugas;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab  masing-masing untuk  kelancaran
pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja Dinas
Pariwisata;

melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas
Pariwisatayang bersumber dari APBD maupun APBN;
melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan
lingkup Dinas Pariwisata;

menyusun laporan keuangan lingkup Dinas Pariwisata;
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

a) Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai

tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan

perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.

b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1)

2)

merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan
Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab  masing-masing untuk  kelancaran
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan
Pelaporan;

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan
tertib dan lancar;

memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis
(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin)
dan Bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) lingkup Dinas Pariwisata;

mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas,
program dan kegiatan lingkup Dinas Pariwisata yang
bersumber dari APBD maupun APBN;

mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, Bahan
Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD),
Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Gubernur Lingkup Dinas Pariwisata;

melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program
dan kegiatan Lingkup Dinas Pariwisata;

melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari
Pemerintah pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
kabupaten/kota serta dari Pemerintah Provinsi untuk
Pemerintah Kabupaten/Kota;

melaksanakan pengelolaan data dan informasi Lingkup Dinas
Pariwisata;

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian
Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.
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Kepala Bidang Destinasi Pariwisata

a)

b)

Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Dinas Pariwisata dalam merencanakan

perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta
pengendalian  pelaksanaan program dan kegiatan Seksi

Pengembangan Daya Tarik Wisata, Seksi Pengelolaan Kawasan

Strategis Pariwisata dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi

Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai rincian

tugas sebagai berikut:

1)  menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang
Destinasi Pariwisata berdasarkan program kerja Dinas
Pariwisata serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2)  mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan
Bidang Destinasi Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan
tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan
dapat berjalan efektif dan efisien;

3)  memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Destinasi Pariwisata sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Destinasi Pariwisata secara berkala sesuai dengan peraturan
dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja
yang diharapkan;

5) merencanakan bahan kebijakan teknis operasional
pengembangan daya tarik, pengelolaan kawasan strategis
dan pemberdayaan masyarakat pariwisata;

6) merencanakan bahan pembinaan dan bimbingan teknis
operasional terkait Pengembangan daya tarik, pengelolaan
kawasan strategis dan pemberdayaan masyarakat pariwisata;

7)  merencanakan pembinaan dan pengawasan pengembangan
daya tarik, pengelolaan kawasan strategis dan pemberdayaan
masyarakat pariwisata;

8) merencanakan fungsi koordinasi bidang dan mitra kerja
bidang dalam melaksanakan tugas pengembangan daya tarik,

pengelolaan kawasan strategis dan pemberdayaan
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9)

10)

11)

masyarakat pariwisata;

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan
Bidang Destinasi Pariwisata dengan cara membandingkan
antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan
kinerja di masa yang akan datang;

menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Destinasi
Pariwisata sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan
secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata

a) Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dalam

penyusunan bahan perumusan kebijakan,  melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata.

b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai

rincian tugas sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Daya Tarik
Wisata berdasarkan rencana operasional Bidang Destinasi
Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab  masing-masing untuk  kelancaran
pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Daya Tarik Wisata sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;

memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Daya Tarik Wisata sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan
daya tarik dan destinasi wisata;

melaksanakan inventarisasi data dan informasi
pengembangan daya tarik dan destinasi wisata;

menyusun bahan pengkajian dan pengembangan kegiatan
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

daya tarik dan destinasi wisata;

melaksanakan revitalisasi pengembangan daya tarik dan
destinasi wisata;

melaksanakan koordinasi bersama mitra kerja bidang
destinasi pariwisata;

melaksanakan penyelenggaraan event pada destinasi
pariwisata secara berkelanjutan;

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pengembangan Daya Tarik Wisata dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi
Pengembangan Daya Tarik Wisata sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata

a) Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata mempunyai

tugas pokok membantu Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dalam

penyusunan bahan perumusan kebijakan,  melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis

Pariwisata.

b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1)

2)

3)

merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis
Pariwisata berdasarkan rencana operasional Bidang Destinasi
Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab  masing-masing untuk  kelancaran
pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis
Pariwisata;

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata sesuai dengan

tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
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berjalan tertib dan lancar;

4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;

5) menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan
kawasan strategis;

6) melaksanakan inventarisasi data dan informasi pengelolaan
kawasan strategis;

7) melaksanakan revitalisasi, pembinaan dan pengembangan
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;

8) menyusun bahan kajian pengembangan ekstensifikasi dan
intensifikasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;

9) menyusun bahan dokumen perencanaan dan pengembangan
pengelolaan kawasan strategis pariwisata;

10) melaksanakan pengelolaan destinasi pariwisata Provinsi;

11) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

12) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas
kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata

a)

b)

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Destinasi
Pariwisata dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,
melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Destinasi Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi
Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Destinasi Pariwisata berdasarkan rencana operasional Bidang
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Destinasi Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab  masing-masing untuk  kelancaran
pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi
Pariwisata;

3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pemberdayaan
Masyarakat Destinasi Pariwisata sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) menyusun bahan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan
Masyarakat Destinasi pariwisata;

6) melaksanakan inventarisasi data, informasi Pemberdayaan
Masyarakat Destinasi pariwisata;

7) melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia
Destinasi Pariwisata;

8) melaksanakan pembinaan dan pengembangan
Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata;

9) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

10) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi
Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai
akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata

a) Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Dinas dalam merencanakan perumusan
kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian
pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Seksi Promosi
Pariwisata, Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata serta

Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata.
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b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:

1) menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang
Pemasaran Produk Pariwisata berdasarkan program kerja
Dinas Pariwisata serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan
Bidang Pemasaran Produk Pariwisata sesuai dengan tugas
pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang
diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Pemasaran Produk Pariwisata sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak
terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pemasaran Produk Pariwisata secara berkala sesuai dengan
peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target
kinerja yang diharapkan;

5) merencanakan bahan teknis operasional bidang promosi
kepariwisataan, sarana dan prasarana promosi pariwisata,
dan pengembangan pasar pariwisata;

6) merencanakan bahan pembinaan dan bimbingan teknis
operasional  promosi pariwisata, sarana dan prasarana
promosi pariwisata, dan pengembangan pasar pariwisata;

7) merencanakan rencana kebutuhan, penyediaan dan
pendayagunaan promosi dan pariwisata, sarana dan
prasarana promosi pariwisata, dan pengembangan pasar
pariwisata;

8) merencanakan rancangan model promosi pariwisata, sarana
dan prasarana promosi pariwisata, dan pengembangan pasar
pariwisata;

9) merencanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;

10) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan
Bidang Pemasaran Produk Pariwisata dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-
tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan

kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
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11) menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemasaran
Produk Pariwisata sesuai dengan tugas vyang telah
dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja; dan

12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

Kepala Seksi Promosi Pariwisata

a)

b)

Kepala Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata dalam penyusunan

bahan  perumusan kebijakan, = melaksanakan  pembinaan,

pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pada Seksi Promosi Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala Seksi Promosi Pariwisata mempunyai rincian tugas

sebagai berikut:

1) merencanakan  kegiatan  Seksi  Promosi  Pariwisata
berdasarkan rencana operasional Bidang Pemasaran Produk
Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab  masing-masing  untuk  kelancaran
pelaksanaan tugas Seksi Promosi Pariwisata;

3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Promosi Pariwisata sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Promosi Pariwisata
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar
terhindar dari kesalahan;

5) menyusun bahan kebijakan teknis operasional di bidang
promosi kepariwisataan;

6) menyusun  bahan data dan informasi  promosi
kepariwisataan;

7) melaksanakan bimbingan teknis promosi kepariwisataan;

8) melaksanakan partisipasi event promosi kepariwisataan di
tingkat regional, nasional dan internasional;

9) melaksanakan promosi publikasi cetak dan elektronik di
tingkat regional, nasional dan internasional;

10) melaksanakan pembinaan dan pengembangan promosi
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bersama mitra kerja bidang pariwisata;

11) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Promosi Pariwisata dengan cara mengidentifikasi hambatan
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa
mendatang;

12) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Promosi
Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata

a)

b)

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata
dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada seksi sarana dan prasarana promosi
kepariwisata.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata mempunyai

rincian tugas sebagai berikut:

1) merencanakan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Promosi
Pariwisata berdasarkan rencana operasional Bidang
Pemasaran Produk Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab  masing-masing untuk  kelancaran
pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Promosi
Pariwisata;

3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan
berjalan tertib dan lancar;

4) memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Sarana dan Prasarana
Promosi Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan

yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

menyusun bahan kebijakan teknis operasional di bidang
sarana dan prasarana promosi pariwisata;

menyusun data dan informasi sarana dan prasarana promosi
pariwisata;

menyusun bahan analisa kebutuhan sarana dan prasarana
promosi pariwisata;

menyusun kebutuhan sarana dan prasarana promosi
pariwisata;

melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana promosi
pariwisata;

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Sarana
dan Prasarana Promosi Pariwisata sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

Kepala Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata

a) Kepala Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata mempunyai tugas

b)

pokok membantu Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata

dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan

pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Pasar Kepariwisata mempunyai

rincian tugas sebagai berikut:

1)

2)

3)

merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Pasar
Pariwisata berdasarkan rencana operasional Bidang
Pemasaran Produk Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab  masing-masing untuk  kelancaran
pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata;

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
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Pengembangan Pasar Pariwisata sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;

4) memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pengembangan Pasar
Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan pengembangan
pasar pariwisata;

6) melaksanakan bimbingan teknis dalam pengembangan pasar
pariwisata;

7) menyusun data dan informasi pengembangan pasar
pariwisata;

8) menyusun bahan analisa pengembangan pasar pariwisata;

9) menyusun dokumen pengembangan pasar pariwisata dalam
dan luar negeri;

10) melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem
informasi pariwisata daerah;

11) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pengembangan Pasar Pariwisata dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

12) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi
Pengembangan Pasar Pariwisata sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang; dan

13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata & Ekonomi Kreatif

a)

b)

Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam
merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,
monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
Seksi Pengembangan Industri Pariwisata, Seksi Standarisasi Industri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Seksi Pengembangan Ekonomi
Kreatif.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan
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Ekonomi Kreatif mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang
Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
berdasarkan program kerja Dinas Pariwisata serta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan
Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang
ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif
dan efisien;

3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;

4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

5) merencanakan pedoman pengembangan industri pariwisata,
pengembangan ekonomi kreatif dan standardisasi industri
pariwisata dan ekonomi kreatif;

6) merencanakan kebijakan teknis operasional pengembangan
industri pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan
standardisasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif;

7) merencanakan pembinaan dan pengembangan industri
pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan standardisasi
industri pariwisata dan ekonomi kreatif;

8) merencanakan program dan kegiatan bidang pengembangan
industri pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan
standardisasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif;

9) merencanakan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan
pengembangan industri pariwisata, pengembangan ekonomi
kreatif dan standardisasi industri pariwisata dan ekonomi
kreatif;

10) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan
Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatifdengan cara membandingkan antara rencana

operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan
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sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di
masa yang akan datang;

11)  menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan
Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatifsesuai dengan tugas
yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; dan

12)  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

Kepala Seksi Pengembangan Industri Pariwisata

a)

b)

Kepala Seksi Pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan

Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam penyusunan bahan

perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,

koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada

Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai

rincian tugas sebagai berikut:

1) merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Industri
Pariwisata berdasarkan rencana operasional Bidang
Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab  masing-masing untuk  kelancaran
pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Industri Pariwisata;

3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Industri Pariwisata sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;

4) memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pengembangan
Industri Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan
yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) melaksanakan pembinaan pengembangan Industri
Pariwisata;

6) menyusun bahan kebijakan teknis operasional
pengembangan Industri Pariwisata;

7) melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi Industri

Pariwisata;
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8) melaksanakan fasilitasi pengembangan Industri Pariwisata;

9) melaksanakan  program dan kegiatan pada seksi
Pengembangan Industri Pariwisata;

10) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pengembangan Industri Pariwisata dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

11) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi
Pengembangan Industri Pariwisata sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang; dan

12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

Kepala Seksi Standarisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

a)

b)

Kepala Seksi Standarisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan

Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam penyusunan bahan

perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,

koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada

Seksi Standarisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala Seksi Standarisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) merencanakan kegiatan Seksi Standardisasi Industri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan rencana
operasional Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab  masing-masing untuk  kelancaran
pelaksanaan tugas Seksi Standardisasi Industri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif;

3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Standardisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Standardisasi Industri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
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5) menyusun bahan kebijakan teknis di bidang standardisasi
usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;

6) melaksanakan inventarisasi data dan informasi dalam rangka
standardisasi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;

7) menyusun bahan program dan kegiatan standardisasi usaha
pariwisata dan ekonomi kreatif;

8) melaksanakan bimbingan teknis dalam standardisasi usaha
pariwisata dan ekonomi kreatif;

9) menyiapkan bahan klasifikasi usaha pariwisata dan ekonomi
kreatif;

10) melaksanakan pembinaan standardisasi usaha pariwisata dan
ekonomi kreatif;

11) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Standardisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan
cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka
perbaikan kinerja di masa mendatang;

12) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi
Standardisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai
akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif

a)

b)

Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif dalam penyusunan bahan perumusan
kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada seksi
pengembangan Ekonomi Kreatif.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai

rincian tugas sebagai berikut:

1) merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Ekonomi
Kreatif ~ berdasarkan rencana  operasional Bidang
Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
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tanggung jawab  masing-masing untuk  kelancaran
pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;

3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;

4) memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pengembangan
Ekonomi Kreatif sesuai dengan prosedur dan peraturan yang
berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) menyusun bahan kebijakan teknis di bidang Pengembangan
ekonomi kreatif;

6) melaksanakan inventarisasi data dan informasi
pengembangan ekonomi kreatif;

7) menyusun bahan program dan kegiatan pengembangan
ekonomi;

8) menyiapkan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi
kreatif;

9) melaksanakan penyelenggaraan festival dan event ekonomi
kreatif di dalam dan di luar daerah;

10) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan cara
mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan
kinerja di masa mendatang;

11) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi
Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan
rencana kegiatan mendatang; dan

12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

a) Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas
Pariwisata  dalam merencanakan perumusan kebijakan,
melaksanakan  koordinasi, monitoring serta pengendalian
pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan

Standarisasi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia, Seksi
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Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata serta Seksi

Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai rincian tugas sebagai

berikut:

1) menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif berdasarkan program kerja Dinas Pariwisata
serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

2) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas pokok dan tanggung
jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
berjalan efektif dan efisien;

3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
lingkungan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;

4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif secara berkala sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;

5) merencanakan bahan kebijakan teknis di  bidang
pengembangan sumber daya manusia sumber daya manusia
pariwisata dan ekonomi kreatif;

6) merencanakan rancangan inventarisasi data dan informasi di
bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan
ekonomi kreatif;

7) merencanakan  program dan kegiatan di  bidang
pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan
ekonomi kreatif;

8) Merencanakan pengembangan sumber daya manusia
pariwisata dan ekonomi kreatif;

9) merencanakan pembinaan dan pengembangan di bidang

sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
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10) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif dengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas-tugas vyang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan
kinerja di masa yang akan datang;

11)  menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja; dan

12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

Kepala Seksi Pengembangan Standarisasi dan Kualifikasi Sumber Daya
Manusia

a)

b)

Kepala Seksi Pengembangan Standarisasi dan Kualifikasi Sumber

Daya Manusia sebagaimana mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan,

melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengembangan

Standarisasi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Standarisasi dan Kualifikasi

Sumber Daya Manusia mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Standardisasi
dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia berdasarkan rencana
operasional Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab  masing-masing untuk  kelancaran
pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Standardisasi dan
Kualifikasi Sumber Daya Manusia;

3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Standardisasi dan Kualifikasi Sumber Daya

Manusia sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
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diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pengembangan
Standardisasi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar
dari kesalahan;

5) menyusun kebijakan teknis standardisasi kompetensi sumber
daya manusia;

6) melaksanakan inventarisasi data dan informasi standardisasi
kompetensi sumber daya manusia;

7) menyusun program dan kegiatan standardisasi kompetensi
sumber daya manusia pariwisata;

8) melaksanakan bimbingan teknis standardisasi kompetensi
sumber daya manusia pariwisata;

9) melaksanakan pembinaan dan pengembangan standardisasi
kompetensi sumber daya manusia;

10) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pengembangan Standardisasi dan Kualifikasi Sumber Daya
Manusiadengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada
dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

11) melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi
Pengembangan Standardisasi dan Kualifikasi Sumber Daya
Manusia sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan
mendatang; dan

12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

Kepala Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata

a)

b)

Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam
penyusunan bahan  perumusan kebijakan, melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pariwisata berdasarkan rencana operasional Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab  masing-masing untuk  kelancaran
pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pariwisata;

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pariwisata sesuai dengan prosedur
dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
menyusun bahan kebijakan teknis pengembangan sumber
daya manusia pariwisata;

Melaksanakan inventarisasi data dan informasi
pengembangan sumber daya manusia pariwisata;

menyusun bahan program dan kegiatan pengembangan
sumber daya manusia pariwisata;

menyusun bahan kebijakan teknis pengembangan sumber
daya manusia pariwisata melalui pendidikan formal dan
informal;

melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya
manusia pariwisata melalui aksi sapta pesona;

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dengan
cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka
perbaikan kinerja di masa mendatang;

melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai
akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.

Kepala Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Ekonomi Kreatif
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a) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam
penyusunan bahan perumusan kebijakan,  melaksanakan
pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Sumber Daya
Manusia Ekonomi Kreatif.

b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Kepala Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Ekonomi
Kreatif mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan Sumberdaya
Manusia Ekonomi Kreatif berdasarkan rencana operasional
Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab  masing-masing untuk  kelancaran
pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sumberdaya
Manusia Ekonomi Kreatif;

3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengembangan Sumberdaya Manusia Ekonomi Kreatif sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) memeriksa hasil kerja bawahan di Seksi Pengembangan
Sumberdaya Manusia Ekonomi Kreatif sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari
kesalahan;

5) menyusun kebijakan teknis pengembangan sumber daya
manusia ekonomi;

6) melaksanakan inventarisasi data dan informasi
pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif;

7) menyusun bahan program dan kegiatan pengembangan
sumber daya manusia ekonomi kreatif;

8) melaksanakan bimbingan teknis pengembangan sumber daya
manusia ekonomi kreatif;

9) melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya
manusia ekonomi kreatif;

10) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi
Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam

33



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

2019

11)

12)

rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi
Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai
akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

baik lisan maupun tertulis.
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C. Kondisi Geografis Daerah

Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa

Pada Wilayah Administrasi di Provinsi Banten

LUAS
KABUPATEN/KOTA WILAYAH KECAMATAN DESA KELURAHAN
(Km?)
Kabupaten
1. Pandeglang 2.746,89 35 326 13
2. Lebak 3.426,56 28 340 5
3. Tangerang 1.011,86 29 246 28
4. Serang 1.734,28 29 326
Kota
1. Tangerang 153,93 13 0 104
2. Cilegon 175,50 8 0 43
3. Serang 266,71 6 0 66
4. Tangerang Selatan 147,19 7 0 54
Banten 9.662,92 155 1.238 313
Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017
D. Gambaran Umum Demografis
Berdasarkan data hasil sensus penduduk, penduduk Provinsi Banten

menunjukkan jumlah yang terus meningkat setiap tahun, baik penduduk laki-laki
maupun perempuan. Penduduk Banten tahun 2016 sebanyak 12.203.148 jiwa yang
terdiri atas 6.221.640 jiwa penduduk laki- laki dan 5.981.508 jiwa penduduk perempuan.
Laju pertumbuhan penduduk tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 2,07 persen.
Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki
terhadap penduduk perempuan sebesar 104,01. Kepadatan penduduk di Provinsi Banten
tahun 2016 mencapai 1.263 jiwa/km2 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah
tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 8 kabupaten/kota cukup beragam dengan
kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Tangerang dengan kepadatan sebesar

13.602 jiwa/km?2 dan terendah di Kabupaten Lebak sebesar 373 jiwa/Km?2.

E. Kondisi Ekonomi

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari
gambaran hasil pelaksanaan pembangunan yang meliputi Pertumbuhan Ekonomi dan
distribusi beberapa lapangan usaha di Provinsi Banten. Struktur perekonomian suatu
daerah dapat dilihat dari distribusipersentase PDRB kelompok lapangan usaha yang
terdiri dari kelompok lapangan usaha primer, kelompok lapangan usaha sekunder dari
kelompok lapangan usaha tersier. Kelompok lapanguan usaha prinief terdiri dari
lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian.
Kelompok usaha sekunder terdiri dari lapangan usaha industri pengolahan, pengadaan

listrik dan gas, pengadaan air, konstruksi. Kemudian kelompok lapangan usaha tersier
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terdiri dari lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan
sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum,
informasi dan komunikasi, jasa keuangan, real estate, jasa perusahaan, administrasi
pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan
dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya.

Selama periode 2012-2016, struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Banten
telah bergeser dari kelompok lapangan maka sekunder ke kelompok lapangan usaha
tersier yang terlihat dari besarnya kenaikan/penurunan peran masing-masing kelompok
lapangan usaha terhadap PDRB Banten. Pada masa tahun 2016, kelompok usaha
tersiaer memberikan sumbangan sebesar 47,90 persen yang mengalami kenaikan
dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 45,18 persen. Kelompok lapangan usaha
primer dan sekunder memberikan sumbangan masingmasing sebesar 6,91 persen dan
45,19 persen. Kelompok lapanngan usaha sekunder mengalami penurunan dibandingkan
dengan tahun 2012 yang menyumbang 47,94 persen, sementara kelompok primer
meningkat dari 6,88 persen pada tahun 2012. Apabila dilihat menurut lapangan
usahnya, pada tahum 2016, lapangan wusaha Industri Pengolahan memberikan
sumbangan tertinggi sebesar 32,61 persen, kemudian disusul lapangan usaha
perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor sebesar 10,72 persen.
Selanjutnya lapangan usaha Kontruksi menyumbang 10,10 persen dan lapangan usaha
real estat memberikan sumbangan sebesar 7,23 persen. Sementara peranan lapangan

usaha lainnya secara keseluruhan menyumbang sebesar 27,41 persen.

Menurut berita resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Perkembangan Indeks
Harga Konsumen/Inflasi memasuki bulan Mei tahun 2017 harga barang-barang/jasa
kebutuhan pokok masyarakat di Banten secara umum kembali mengalami kenaikan. Hal
ini terlihat dari naiknya angka Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 134,96 pada bulan
April menjadi 135,67 pada bulan Mei atau terjadi perubahan indeks (inflasi) sebesar 0,53
persen. Lima dari tujuh kelompok pengeluaran yang ada mengalami kenaikan indeks,
yakni berturut-turut: kelompok bahan makanan naikl,81 persen; kelompok makanan
jadi, minuman, rokok dan tembakau naik 0,35 persen; kelompok perumahan, air, listrik,
gas dan bahan bakar naik 0,47 persen; kelompok sandang naik sebesar 0,28 persen; dan
kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga naik 0,01 persen. Sementara pada kelompok
kesehatan dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan mengalami
penurunan indeks, masing-masing sebesar 0,27 persen dan 0,55 persen. Komoditas yang
dominan menyumbang inflasi pada bulan ini adalah bawang putih, tarip listrik, telur

ayam ras, daging ayam ras, pepaya dan bensin. Laju inflasi tahun kalender tercatat
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sebesar 1,87 persen, sedangkan inflasi “Year on Year” (IHK Mei 2017 terhadap Mei 2016)

tercatat sebesar 4,42 persen.

F. Indikator Kinerja Makro
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan sebuah proses perubahan kualitas diri
manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Adapun kemajuan pembangunan
manusianya secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). IPM sendiri adalah ukuran yang mencerminkan capaian
kemajuan pembangunan manusia, yang dibentuk menurut tiga dimensi dasar kebutuhan
manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Angka

IPM berdasarkan kabupaten/kota di provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel berikut :

Perkembangan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2012 -

2016
IPM
Kabupaten/Kota 2012 2013 2014 2015 | 2016
Kab Pandeglang 60,48 61,35 62,06 62,72 63,4
Kab Lebak 60,22 61,13 61,64 62,03 62,78
Kab Tangerang 68,83 69,28 69,57 70,05 70,44
Kab Serang 62,97 63,57 63,97 64,61 65,12
Kota Tangerang 74,57 75,04 75,87 76,08 76,81
Kota Cilegon 70,07 70,99 71,57 71,81 72,04
Kota Serang 69,43 69,69 70,26 70,51 71,09
Kota Tangerang Selatan 77,68 78,65 79,17 79,38 80,11
Provinsi Banten 68,92 69,47 69,89 70,27 | 70,96
Indonesia 67,70 68,31 68,90 69,55 NA

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

IPM Banten sendiri pada tahun 2016 ini baru mencapai 70,96. Berarti,
jaraknya dari yang ideal masih kurang 29,04 persen. Adapun status pembangunan
manusianya masih tetap berkategori “Tinggi” (70<IPM<80). Betapapun juga, dengan
angka IPM sebesar itu, capaian pembangunan manusia Banten berada pada peringkat
tertinggi ke delapan di Indonesia. Meningkatnya capaian pembangunan manusia di
Banten, ternyata didorong oleh naiknya capaian semua dimensi dasar kebutuhan
manusia, yang dalam hal ini adalah komponen pembentuk IPM. Terutama, didorong oleh
komponen HLS yang tumbuh 2,83 persen, atau lebih tinggi dari pertumbuhan Provinsi
lain yang maksimal hanya sebesar 2,81 persen (Papua). Sebaliknya AHH, RLS dan PPP,
justru tumbuh jauh di bawah rata-rata Nasional yang masing-masing mencapai 0,17

persen, 1,40 persen dan 2,66 persen.

37



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 019

Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan Provinsi Banten pada bulan September 2016 sebesar 5,36
persen (657,74 ribu jiwa). Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,06 poin
dibandingkan dengan kondisi Maret 2016 yang sebesar 5,42 persen. Penduduk miskin di
Banten masih terkonsentrasi di perdesaan dengan tingkat kemiskinan sebesar 7,32
persen. Sedangkan di perkotaan memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah yakni

4,49 persen.

Indeks Gini Rasio dan Analisa Ketimpangan

Ketimpangan pendapatan penduduk masih cukup tinggi seiring dengan meningkatnya
pengeluaran masyarakat dalam setahun terakhir. Kesimpulan itu didapat berdasarkan hasil
perhitungan koefisien gini (gini ratio) yang tahun 2013 sebesar 0,39 dan tahun 2015 sebesar
0,4 walaupun ada penurunan tahun 2014 sebesar 0,35. Sekadar informasi, koefisien gini
dibagi menjadi tiga indikator, yakni kurang dari 0,3 persen menunjukkan ketimpangan
rendah, antara 0,3 sampai 0,5 persen menunjukan ketimpangan tingkat menengah, dan
lebih dari 0,5 persen menunjukkan ketimpangan tinggi. Statistik menujukkan, penurunan
gini ratio terbesar terjadi di perkotaan, yakni sebesar 0,018 poin dari 0,428 pada Maret 2015
menjadi 0,410. Sedangkan di pedesaan, gini rasio juga turun sebesar 0,007 poin dari 0,334

menjadi 0,327.

Untuk mengukur ketimpangan pendapatan juga bisa dilihat dari tingkat pengeluaran
masyarakat. Indikator ketimpangan pengeluaran dilihat dari tingkat pengeluaran 40 persen
terbawah dari setiap kelompok masyarakat, yakni kelompok berpenghasilan rendah, sedang
dan tinggi. Penilaiannya berkebalikan dari koefisien gini, di mana semakin tinggi nilai
semakin rendah ketimpang dan sebaliknya. Ketimpangan tinggi terjadi jika persentase
pengeluaran 40 persen masyarakat di bawah 12 persen. Sedangkan untuk kisaran 12-17
persen masuk kategori sedang, dan di atas 17 persen menujukkan ketimpangan yang
rendah. Kendati foefisien gini di perkotaan turun paling besar, namun ketimpangan
pengeluaran di perkotaan lebih parah dibandingkan dengan ketimpangan di perdesaan.
Ukuran Bank Dunia juga menujukkan hal yang sama, yaitu di perkotaan tergolong
ketimpangan sedang atau di bawah 17 persen sementara di perdesaan tergolong

ketimpangan rendah di atas 17 persen.
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Indeks Gini Ratio di Provinsi Banten Tahun 2012 -2016

Indeks Gini
2012 2013 2014 2015 2016

Wilayah Provinsi

Banten 0,384 0,380 0,424 0,386 0,392

Sember : SIPD Provinsi Banten 2017
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Indikator Kinerja Mikro

DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN
Berikut ditampilkan target dan capaian IKK / IKU pada tahun 2018 — 2019 beserta

prosentase hasil capaiannya :

‘0
PERFORMANSI
ndonesta -
T T
e Tl coun e
Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja 5 " i
Instansi Pemerintah) OPD
Peningkatan Persentase Nilai PDRB Sektor 250 287 . 289
Pariwisata (persentaseltrilyun rupiah) ' (16.18T) ' (17.15T)
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 280 280 - 3.00 307 -
Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang) 15,146,936 18,309,143 - 15,601,344 17.921.910) -
Rata-Rata Lama Kunjungan/Lama Inap (hari) 136 147 - 139 1.31 -
Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan (rupiah) 3743525 3,711,050 - 3852216 ~ 3418562 -
Jumlah Tenaga Kerja yang Terlatih Sektor
. o 300 300 400
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (orang)
Prosentase Pengembangan Destinasi Wisata
2 20 20
(persentase)
Sumber:
- BPS, Neraca Satelit Pariwisata Daerah 2019
- SIMPARDA 2018 & 2019)*DATA SEMENTARA -
- BPS, Pariwisata Banten Dalam Angka 2019 30‘{‘
- Survey Kepuasan Masyarakat 2019 excf[mgu \
banten ™"
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BAB. II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Berdasarkan RPJMD Teknokratik Provinsi Banten tahun 2017-2022, maka visi dan misi RPJMD,
sebagaimana dimaklumi jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten tahun 2017-2022
adalah: “BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH”

Sementara itu misi Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Banten periode 2017-2022 adalah sebagai
berikut:

1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

2 Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur

3 Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Berkualitas

4, Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas
5

Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Berdasarkan pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi Banten 2017-2022,
maka Dinas Pariwisata mendukung pelaksanaan misi tersebut (khususnya misi ke lima) sebagai bentuk
tanggungjawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Banten. Selanjutnya dari Misi yang telah dipilih tersebut, maka Dinas Pariwisata Provinsi Banten
menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang

dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut dalam Tabel 3.1

Tabel 3.2.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI: | Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah
No | Misidan Permasalahan Faktor
Gubernur dan Pelayanan SKPD™ Penghambat Pendorong
Wakil Terpilih
(1) (2) (3) (4) (5)
Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

e Pengelolaan daya obyek wisata kebijakan dan
tarik wisata provinsi. | yang fasilitasi

e Pengelolaan kawasan | kurang/tidak peningkatan
strategis pariwisata memiliki daya nilai tambah
provinsi. tarik/unik dari destinasi

e Pengelolaan destinasi | obyek wisatadi | dengan
pariwisata provinsi. daerah lain. amenitas,

e Penetapan tanda fasilitas, dan
daftar usaha atraksi yang
pariwisata lintas aksessable
Daerah obyek wisata kebijakan dan
kabupaten/kota yang menarik fasilitasi

dan unik peningkatan
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VISI : | Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah
No | Misidan Permasalahan Faktor
Gubernur dan Pelayanan SKPD" Penghambat Pendorong
Wakil Terpilih
dalam 1 (satu) umumnya keragaman

Daerah provinsi

memiliki skala
jangkauan yang
kecil.

daya tarik
melalui atraksi
atau rekayasa
kebijakan yang
aksessable

daya saing dan
nilai ‘value’
obyek wisata
yang lemah dan
belum dikelola
dengan
profesional

ketiadaan,
ketidakjelasan,
pengelola
destinasi yang
profesional

belum
komprehensifnya
fasilitas dan
amenitas yang
ada di daerah
destinasi wisata

kurang
optimalnya
ketersediaan dan
kelayakan
fasilitas
aksessibiltas
menuju destinasi
wisata
ketidakefektifan
berbagai regulasi
yang
menghambat
pengembangan
destinasi dengan
dasar pembagian
kewenangan atas
urusan dan
anggaran

kebijakan dan
fasilitasi
keterlibatan
investasi,
UMKMK,
BUMD, PMDN,
dan PMA, dan
atau KPS
kebijakan dan
fasilitasi
keterlibatan
investasi,
UMKMK,
BUMD, PMDN,
dan PMA, dan
atau KPS
kebijakan dan
fasilitasi
penyediaan
amenitas dan
fasilitas di
kawasan
destinasi
kebijakan dan
fasilitasi
penyediaan
amenitas dan
fasilitas di
kawasan
destinasi

kebijakan dan
fasilitas usulan

yang bottom up

dan lintas
sektor untuk
mengeliminasi
masalah
pembagian
urusan dan
anggaran
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VISI : | Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah
No | Misidan Permasalahan Faktor
Gubernur dan Pelayanan SKPD" Penghambat Pendorong
Wakil Terpilih

Pemasaran pariwisata
dalam

dan luar negeri daya
tarik,

destinasi dan kawasan
strategis pariwisata
provinsi.

Penyediaan sarana dan
prasarana kota kreatif

Pemasaran dan
atau promosi
pariwisata yang
diikuti skala
internasional,
nasional,
regional, dan
lokal lebih
bersifat
temporare,
bukan bersifat
sistemik
keterbatasan
materi
pemasaran dan
atau promosi
pariwisata yang
akurat

keterbatasan
media
pemasaran dan
atau promosi
pariwisata yang
efektif
keterbatasan
informasi
sasaran dan
taget pemasaran
dan atau
promosi
pariwisata

belum
tersedianya
roadmap
ekonomi kreatif
banten yang
detail sebagai
pemicu
kreatifitas publik

belum
dirasakannya

kebijakan dan
fasilitasi sistem
promosi dan
pemasaran
yang
komprehensif,

kebijakan dan
fasilitasi materi
promosi
melalui KKL
yang bersifat
vertikal dan
horizotal
dengan
pelibatan para
pihak terkait
kebijakan dan
fasilitasi seleksi
media yang
efektif dan
efisien

kebijakan dan
fasilitasi materi
promosi dan
media promosi
melalui
pelibatan para
pihak terkait
yang bersifat
vertikal dan
horizotal.
kebijakan dan
fasilitasi
pembangunan
roadmap
ekonomi kreatif
banten yang
komprehensif,
komunikatif,
dan responsible
kebijakan dan
fasilitasi
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VISI : | Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah
No | Misidan Permasalahan Faktor
Gubernur dan Pelayanan SKPD" Penghambat Pendorong
Wakil Terpilih

Sumberdaya Manusia

kompetisi usaha
ekonomi kreatif
karena

terbentuknya
motif ekonomis
dan aktivitas

kelemahan data, | kompetisi
informasi, dan melalui
publikasi berbagai forum
secara
proposional
belum kebijakan dan
tersedianya fasilitasi
lembaga yang terbentuknya
mampu lembaga yang
memfasilitasi mampu
dinamika memfasilitasi
ekonomi kreatif | dinamika

belum
optimalnya
partisipasi
pelaku usaha
ekonomi kreatif
dalam upaya
peningkatan
daya saing
seperti sertifikasi
belum adanya
roadmap
pengembangan
kawasan wisata
yang detail
publicable dan
komunikatif
sebagai peta
partisipasi
masyarakat,
khususnya di
sekitar destinasi
homogenitas
masyarakat di
kawasan
destinasi
mengakibat
dinamika
ekonomi dan
sosial yang
lemah

ekonomi kreatif
kebijakan dan
fasilitasi
terbentuknya
event yang
bersifat lomba
dan kompetisi
serta reward

kebijakan dan
fasilitasi
komunikasi
manfaat
kebijakan
pengembangan
kawasan
melalui
berbagai media
yang
komunikatif

kebijakan dan
fasilitasi yang
meningkatkan
mobilitas dan
lalulintas
barang, jasa
dan manusia
merupakan
entry point
pengembangan
sumberdaya
manusia
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Keterangan : Dinas pariwisata Banten tahun 2017

Berdasarkan tabel 3.1 diatas, dapat dijelaskan bahwa fokus utama dari telaahan visi dan misi gubernur
dan wakil gubernur terpilih adalah meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,
dimana dapat diintepretasikan bahwa urusan pariwisata merupakan salah satu instrumen yang dapat
digunakan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi (gini rasio) dan pemeratan ekonomi
(aksessibilitas ekonomi produktif), namun demikian perlu diperhatikan juga, bahwa dalam
mengejawantahkan amanah tersebut, Dinas Pariwisata Provinsi Banten dibatasi ruang lingkup
kewenganan yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014, yaitu meliputi sub urusan destinasi,

pemasaran, ekonomi kreatif, dan sumberdaya manusia.

C. Prioritas Daerah

Adapun misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Banten dalam

mendukung keberhasilan visi tersebut adalah :

1. Misi Pertama adalah Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)
yang memiliki tujuan Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah
dengan efektif, efisientransparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas,
berkompetensi serta melayani masyarkat dengan sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien.

2. Misi Kelima adalah Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang
memiliki tujuan Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasiskan Potensi

Ekonomi Lokal dengan sasaran Meningkatnya Layanan Keuangan Pada Masyarakat.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, fungsi Dinas Pariwisata berada

kedalam Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, memiliki 5 (lima ) Program yaitu:

1. Tata Kelola Pemerintah
2. Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3. Pemasaran Produk Pariwisata
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5. Pengembangan Destinasi Pariwisata
NO PROGRAM Indikator Kinerja KEGIATAN Indll.(ator Kinerja
Program (outcome) Kegiatan (ouput)
1 2 3 4 5
1 Program Tata Indek Kepuasan Perencanaan, Jumlah Dokumen
Kelola Masyarakat (IKM) Nilai | Evaluasi dan Perencanaan
Pemerintahan Pelaporan Evaluasi dan
pelaporan
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Kegiatan
Penyusunan
Laporan Kinerja
Keuangan dan
Neraca Aset

Jumlah Dokumen
Kinerja keuangan
dan Neraca aset

Penyediaan Jumlah

Barang Jasa, pelaksanaan
penyediaan barang
dan jasa
perkantoran

Pengadaan Jumlah paket

Sarana Prasarana | pengaadaan

Kantor sarana dan

prasarana kantor

Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana Kantor

Jumlah
pelaksanaaan
pemeliharaan
sarana dan
prasarana kantor

Rapat Koordinasi
Kedalam dan
Keluar Daerah

Jumlah
pelaksanaan
koordinasi dan
konsultasi kedalam
dan luar daerah

Peningkatan

Jumlah Dokumen

Kapasitas Peningkatan
Aparatur Kapasitas Aparatur
Program Jumlah Sentra Pusat Pembinaan Jumlah
Pengembangan Ekonomi Kreatif Usaha Industri Peningkatan
Industri Pariwisata Pariwisata Produk Industri
dan Ekonomi Pariwisata , jumlah
Kreatif Penguatan
Kemitraan Usaha
Pariwisata
Standarisasi Jumlah Dokumen
Usaha Industri Standarisasi
Pariwisata dan Usaha Pariwisata
Ekonomi Kreatif dan Ekonomi
Kreatif
Jumlah kegiatan
Pengembangan Pengembangan

Potensi Ekonomi
Kreatif

Potensi Ekonomi
Kreatif

Pemasaran Produk
Pariwisata

Jumlah Kunjungan
Wisatawan, Rata-Rata
Lama Kunjungan dan
Rata-Rata
Pengeluaran
Wisatawan ( satuan :

Rp)

Promosi
Pariwisata
Provinsi Banten

Jumlah Kegiatan
Partisipasi Event
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Skala daerah dan
Nasional ,Gebyar
Wisata Banten,
dan Promosi
Pariwisata melalui
Media

Penyiapan Jumlah kegiatan
Sarana dan Penyiapan Materi
Prasarana dan Sarana
Promosi Promosi Pariwisata
Pariwisata Provinsi Banten
Pengembangan Jumlah Dokumen

Potensi Pasar

Informasi
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Pariwisata

Pariwisata Daerah
dan
pengengambangan
data dan Informasi
Pariwisata daerah

Peningkatan
Standarisasi dan

Jumlah SDM yang
terstandarisasi dan

Kualifikasi kualifikasi Bidang
Sumber Daya Pariwisata dan
Manusia Ekonomi Kreatif
Pengembangan Pengembangan Jumlah
Sumberdaya Sumber Daya Pengembangan
Manusia Pariwisata Manusia SDM Sub Sektor
dan Ekonomi Pariwisata Ekonomi Kreatif
Kreatif Jumlah tenaga kerja Ekonomi Kreatif Provinsi
yang terlatih di sektor | tingkat lanjutan
kepariwisataan dan Pengembangan Jumlah
ekonomi kreatif Sumber Daya Pengembangan
Manusia SDM Penggerak
Pariwisata Banten | Pariwisata
Optimalisasi Jumlah Atraksi
Pengembangan yang diciptakan
Daya Tarik dan ditampilkan
Wisata Provinsi pada Destinasi
Banten
Jumlah
Pengelolaan Pengelolaan
Program Persentase Kawasan Kawasan Strategis
Pengembangan Pengembanaan Strategis Pariwisata dan
Destinasi Destgi]nasi wigata Pariwigata Jumlah Amenitas
Pariwisata Provinsi Banten Pengelolaan
Kawasan Strategis
Pariwisata
Pengembangan Jumiah
= Penyelenggaraan
emberdayaan Si :
iaga Wisata dan
Masyarakat Pembi
Destinasi embinaan
L manajemen pada 2
Pariwisata

Provinsi Banten

Destinasi
Unggulan
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BAB III

URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. Urusan Konkuren

a. Ringkasan Urusan Wajib (tidak tersedia) / bukan merupakan urusan Dinas Pariwisata

Provinsi Banten

b. Ringkasan Urusan Pilihan sebagai berikut :

Pada Urusan Pilihan Pariwisata didukung oleh 5 Program yang dilaksanakan oleh

Dinas Pariwisata Provinsi Banten, meliputi :

NO

NAMA PROGRAM

NAMA KEGIATAN

JUMLAH
KEGIATAN

Program Tata Kelola

Pemerintahan

Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan

Kegiatan Penyusunan
Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca
Aset

Penyediaan Barang
Jasa,

Pengadaan Sarana
Prasarana Kantor

Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor

Rapat Koordinasi
Kedalam dan Keluar
Daerah

7 (kegiatan)

Peningkatan Kapasitas
Aparatur

Program Pengembangan
Industri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

Pembinaan Usaha
Industri Pariwisata

Standarisasi Usaha
Industri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

Pengembangan Potensi
Ekonomi Kreatif

3 (kegiatan)

Pemasaran Produk
Pariwisata

Promosi Pariwisata
Provinsi Banten

Penyiapan Sarana dan
Prasarana Promosi
Pariwisata

Pengembangan Potensi
Pasar Pariwisata

3 (kegiatan)

Pengembangan
Sumberdaya Manusia
Pariwisata dan Ekonomi

Peningkatan
Standarisasi dan
Kualifikasi Sumber

3 (kegiatan)
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Kreatif

Daya Manusia

Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Pariwisata Ekonomi
Kreatif tingkat lanjutan

Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Pariwisata Banten

Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata

Optimalisasi
Pengembangan Daya
Tarik Wisata Provinsi
Banten

Pengelolaan Kawasan
Strategis Pariwisata

Provinsi Banten

Pengembangan
Pemberdayaan

Banten

Masyarakat Destinasi
Pariwisata Provinsi

3 (kegiatan)

B. Ringkasan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

REKAP NERACA
PROVINSI : PROVINSI BANTEN
KABUPATENIKOTA  : Provinsi Banten
URUSAN : URUSAN PILIHAN
BIDANG : PARINISATA
SKPD  Dinas Pariwisata
UNIT
SUB UNIT
Ne. Kotk Baang Uraian Jumlzh Barang Jumlr;;;arga
i g
1|1, Intrakomptabel 857 29.291.506.691,65
2 A AsetTetap 856 20.276.322416,77
3 [ul Tanzh 0 0,00
4 0 0t Tanah 0 0,00
5 02 Peralatan dan Mesin 780 0.805.620,633,77
6 02 02| Alal-elet Besar 1 12.067.800,00
7 02 03| Alat-elet Angkutan 2 3794027175,
8 02 0 Alat Bengkel dan Alat Ukur 4 1234741769
9 02 05| Al Pertanian 4 1226142149
0 02 06|  AlatKantor dan Rumah Tangga 687 5.633.176.949,54
fl 02 0 Alat Studio dan Alat Komunikasi 4 217.218602,42
12 02 08| Alal-elet Kedokteran 1 1484725151
3 02 09 Alat Laboratorium 6 109.564.000,00
4 02 10| Alal-glet Perenjataan/Keamanan 0 0,00
5 03 Gedung dan Bangunan il 19.348.091.783,00
6| 03 1 Bangunan Gadung 7 19.029.26 583,00
7 03 12| Monumen 4 318.865.200,00
8| 04 Jalan, Irigasi dan Jaringan 0 0,00
9 04 13 Jalan dan Jembatan 0 0,00
20 04 1 Bangunan Airlrigesi 0 0,00
il 04 15 Instalasi 0 0,00
2] 04 16 Jaringan 0 0,00
2 05 Aset Tetap Lainya 65 122.610.000,00
2 05 17 Buku dan Perpustakaan 60 8.260.000,00
yil 05 18] Barang Bercorak Kebudayaan 5 114.360000,00
26 05 19 Hewan dan Temak seta Tanaman 0 0,00
n 05 20 Aset Renovasi 0 0,00
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Ne. Koo Barrg Uraian Jumiah Barang JIIN;!;;)HIBE
f 9

2 06| Konstruksi Dalam Pengerjaan 0 000
2 06 20(  Konstruks Dalam Pengerjaan 0 000
30 B. AsetLainnya 1 1518427488
kil 07 21| Tagihan Penjualan Angsuran 0 000
32 07 22 Tuntutan Genti Kerugian Dasrah 1 15.184.274 88
kil 07 23 Kemitraan dengan Piha< Tga 0 000
A 07 24| AsetTicak Berwujud 0 000
3% 07 25| Asetlan-Lein 0 0,00
3% 07 26  Pemindanianganan 0 000
3 07 27| Pemusnahan 0 000
36|ll. Ekstrakomptabel 664 27306574720
TOTAL 1.521 20.564.572.433,85

MENGETAHUI Serang, 06 Januari 2020

KEPALA DINAS PARIWISATA PENGURUS BARANG

( ENENG NURCAHYATI) { ALEXANDRI IRAWAN)

NIP. 19620825 198704 2 001 NIP. 19741017 2006041 003

50



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

2019

C. Indikator Kinerja Kunci Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2019

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET | REALISASI
1 2 3 4
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Persentase peningkatan nilai PDRB Y% 2.89 2.89
sektor Pariwisata
Jumlah Pusat Sentra Ekonomi Lokasi 1 1
Kreatif
Jumlah Kunjungan Wisatawan Orang | 15.601.344 | 14.327.423
Rata-Rata Lama Kunjungan Hari 1.39 1.31
Jumlah tenaga kerja yang terlatih di orang 300 300
sektor kepariwisataan dan ekonomi
kreatif
Persentase Pengembangan Destinasi Y% 20 20

Wisata
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BAB. IV

REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)

a. Pengelolaan Belanja Daerah

b. Alokasi dan Realisasi Belanja

TAHUN 2019

No TOLOK UKUR

PROGRAM / KEGIATAN /

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

1 2

3

4

A | BELANJA TIDAK LANGSUNG

15,628,000,000

15,317,663,540

98,01

B | BELANJA LANGSUNG

17.567.571.000

15.946.060.917

90,77

TOTAL PENYERAPAN
ANGGARAN (BTL + BL)

33.195.571.000

31.263.724.457

94,18

I | TATA KELOLA

PENINGKATAN KUALITAS

PEMERINTAHAN DAERAH

Penyusunan Laporan
1 | Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset

32.250.000

31.931.500

99.01

Keuangan

Penyusunan Dokumen

23.450.000

23.131.500

98.64

Pemerintah (APIP)

Penyusunan Tindaklanjut
Hasil Pemeriksaan (TLHP)
Aparat Pengawas Instansi

1.600.000

1.600.000

100.00

Penyusunan laporan
pajak

7.200.000

7.200.000

100.00

Pelaporan

Perencanaan, Evaluasi dan

62.842.600

61,715,700

98.21

Kegiatan

Penyusunan Laporan
Evaluasi Program dan

4.262.000

4,262,000

100.00

Tahunan

Penyusunan Perencanaan
Program dan Kegiatan

43.817.600

43,808,700

99.98

Evaluasi dan
Pengendalian

Penyusunan Laporan

4.830.000

4,830,000

100.00

Monitoring dan Evaluasi

9.933.000

8,815,000

89.00

3 | Pengadaan Sarana dan

1.226.058.400

760,523,100

62.03

52



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 019
PROGRAM / KEGIATAN / o
NO TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) Yo
1 2 3 4 5
Prasarana Kantor
Pengadaan Sarana 1.226.058.400 760,523,100 | 62.03
prasarana Kantor
Pemeliharaan Sarana dan
4 596.288.000 473,240,300 | 79.36
Prasarana Kantor
Pemeliharaan Inventaris
Kantor Komputer dan 250.000.000 222.286.300 | 88.91
Laptop
Pemeliharaan Inventaris 99.291.000 58.956.000 58 67
Kantor/APK ’ ’ ’ ’ )
Pemeliharaan Sarana dan
50.000.000 27,720,000 | 73.82
Prasarana Kantor
Pemeliharan dan
Rehabilitasi 196.997.000 164,978,000 | 83.75
Gedung/Kantor
Penyediaan Barang dan Jasa
5 2.542.826.100 2,309,657,252 | 90.83
Perkantoran
Operasional Kantor tidak
1.157.650.000 1,119,450,000 | 96.70
tetap
Pelaksanaan HUT Banten
288.000.000 107,206,684 | 37,22
dan Banten Expo
Penyediaan Bahan cetak 126.186.000 40,978,600 | 91.08
Penyediaan Barang habis
. 44.990.100 113,338,400 | 89.82
pakai
Penyediaan BBM 291.600.000 179,823,600 | 89.91
Penyediaan jasa
kebersihan gedung dan 376.800.000 214,075,800 | 74.33
halaman
Penyediaan Makan Minum
57.600.000 205,081,500 | 70.33
kantor
Penyediaan Operasional
200.000.000 329,463,668 | 87.44
Jasa kantor
Peningkatan Kapasitas
6 24.714.000 15,172,000 | 61,39
Aparatur
Fasilitasi administrasi
. 2.714.000 2,172,000 | 100.00
kepegawaian
Fasilitasi — peningkatan 22.000.000 13,000,000 | 50.00
kompetensi aparatur
Koordinasi dan Konsultasi
7 |ke Dalam dan Keluar 233,348,600 179.366.399 | 76.87
Daerah
Rapat
Koordinasi dan Konsultasi 107,150,000 66,771,050 62.32
ke Dalam Daerah
Rapat
Koordinasi dan Konsultasi 126,198,600 112,595,349 89.22
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PROGRAM / KEGIATAN
NO TOLOIK UKUR / RENCANA (RP) | REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5
| ke Luar Daerah
- PEMASARAN PRODUK
PARIWISATA
Promosi Pariwisata Provinsi
1 3.303.848.600 2,938,084,968 88.93
Banten
Banten Beach Festival 80.68
247,900,000 200,000,000 ’
Banten MICE Forum 147.900.000 120,000,000 81.14
Banten Tourism Week 497,900,000 461,463.000 92.68
Festival Exciting Banten
& 295,829,800 203,202,800 | 99-14
Festival Tajung Lesun
Jung g 465,246,500 436,282,000 | 9377
Gebyar Wisata Banten
y 447,479,800 409.6062,850 | 91:62
Komunitas Familiar Tri
P 141,559,500 131,040,000 | 9321
Launching Kalender Event
& 147,900,000 131.742.000 | 89-08
Partisipasi Event
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Skala daerah dan 308,410,000 85.18
Nasional 262,716.808
Promosi di Media Cetak,
Elektronik dan Website 312,226,000 69.45
216,835,000
Travel Dialog Stakeholder
dan Lintas provinsi 147,300,000 95.04
Anggota MPU 140,000,000
Penyiapan Sarana Dan
2 | Prasarana Promisi 3.263.110.800 3,249,761,555 | 99.49
Pariwisata
Pengadaan Materi dan
Sarana Promosi Pariwisata 532.334.500 99 44
Banten
529,341,407
Pembuatan Materi
Promosi Visual Pariwisata 332.863.300 331,287,272 99 53
Banten
Sewa
Bando/Billboard/Videotro
n/Reklame/Pavilion
Banten 2.281.770.000 99.65
2,273,768,676
Fasilitasi Kendaraan Hias
Event Dalam Daerah dan 116.143.000 99.33
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NO

PROGRAM / KEGIATAN /
TOLOK UKUR

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

2

3

4

Luar Daerah

115,364,200

Pengembangan Potensi
Pasar Pariwisata

679.661.750

617,856,384

90.91

Identifikasi Segmen Pasar
Pariwisata

98.200.000

96,960,500

98.74

Pembuatan Buku
Pariwisata Dalam Angka

32.961.750

184,442,015

92.29

Pengembangan Sistem
Manajemen Informasi
Pariwisata Daerah /
SIMPARDA

250.000.000

207,887,750

83.16

Penyusunan / Pembuatan
Buku NESPARDA Banten

100.000.000

98,623,167

98.64

Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat

198.500.000

29,942,952

90.84

ITI

PENGEMBANGAN SDM
PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF

Peningkatan Standarisasi
Dan Kualifikasi Sumber
Daya Manusia

394.053.000

376,440,600

95,53

Peningkatan Kompetensi
SDM Bidang Ekonomi
Kreatif

146.959.500

138,041,800

94.00

Pengembangan SDM
Ekonomi Kreatif Menuju
Hak Kekayaan Intelektual

151.617.000

91,981,500

97.00

Peningkatan Kompetensi
SDM Bidang Pariwisata

. 95.476.500

148,417,800

96.00

Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pariwisata
Ekonomi Kreatif Tingkat
Lanjutan

232.052.000

200,122,837

86.24

Pengembangan SDM
Ekonomi Kreatif Menuju
Hak Kekayaan Intelektual

83,862,200

75,499,900

90.02

Pengembangan SDM Sub
Sektor Ekonomi Kreatif
Provinsi

148.189.800

124.622.937

84.10

Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pariwisata
Banten

887.477.400

834,174,900

93.99

Pemilihan Kang Nong
Banten

376,250,000

362.743.600

96.41
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PROGRAM / KEGIATAN / o
NO TOLOK UKUR RENCANA (RP) | REALISASI (RP) Z
1 2 3 4 S
Penganugrahan Pelaku 53,750,000 52,894,000 | 98.41
SDM Pariwisata
berprestasi
Pengembangan Duta 73,875,000 55,266,400 74.81
Wisata Banten
Pengembangan SDM 193,852,400 177,080,900 98.65
Pariwisata di kawasan 10 (
sepuluh ) Destinasi
Unggulan Banten
Pengembangan SDM 189,750,000 187,190,000 98.65
Penggerak Pariwisata
PENGEMBANGAN INDUSTRI
IV | PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF
Pembinaan Usaha Industri
1 | pariwisata
479.295.550 391,350,692 | 81.65
Forum Bisnis Usaha
Industri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif tingkat
Nasional 161,324,000 145,112,250 | 89.95
Pembuatan Pola
Perjalanan Pariwisata
Banten 10 destinasi
unggulan 105,740,550 96,063,942 | 90.85
Penghargaan Usaha
Akomodasi pariwisata
yang berwawasan
lingkungan 65,200,000 4,350,000 6.67
Penguatan Kemitraan
Usaha Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif 54,713,000 53,956,500 98.62
Peningkatan Produk
Industri Pariwisata
92,318,000 91,868,000 | 99.51
Standarisasi Usaha Indusrti 388.920.500 364,420,345 | 93.70
2 | Pariwisata Dan Ekonomi
Kreatif
Advokasi dan Supervisi 241.110.500 225,964,345 | 93.72
Standarisasi Usaha
Pariwisata
Penghargaan Industri 147.810.000 138,456,000 | 93.67
Usaha terbaik
Pengembangan Potensi
3 . . 840.247.650 799,398,181 | 95.14
Ekonomi Kreatif
Pembuatan Profil
Pengembangan Ekonomi 142.700.000 142,000,000 100
Kreatif
Pengembangan  potensi 471.727.650 451,763,528 | 95.77
usaha ekonomi kreatif
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NO

PROGRAM / KEGIATAN /
TOLOK UKUR

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

2

3

4

melalui pameran produk
kreatif dalam dan luar
daerah

Penyediaan sarana dan
prasarana Kota kreatif

136.860.000

133,955,200

93.87

Penyusunan Rencana Aksi
Daerah
(RAD)Pengembangan
Ekonomi Kreatif Banten

88.960.000

88,900,000

100

Pengelolaan Pengembangan
Destinasi

Optimalisasi Pengembangan
Daya Tarik Wisata

1.065.230.700

1,053,544,564

98.90

Pengembangan Atraksi
Wisata Alam, Budaya dan
Buatan

1.065.230.700

1,053,544,564

98.90

Pengelolaan Kawasan
Strategis Pariwisata

1.007.973.350

990.324.790

98,25

FGD Pengembangan
kawasan Strategis
pariwisata

268.992.000

75.314.990

93,40

Pengelolaan Minat Khusus
/ Wisata Buatan

173.720.000

170.256.000

98,29

Pengelolaan Wisata Alam

173.220.000

267.472.000

99.43

Pengelolaan Wisata
Budaya / Religi

. 311.401.350

170.839.200

98,34

Penyediaan amenitas
kawasan strategis
Pariwisata

80.640.000

306.442.600

98,41

Pengembangan
Pemberdayaan Masyarakat
Destinasi Pariwisata
Provinsi Banten

307.372.000

298.975.300

97,27

Gerakan Aksi sadar wisata

102.451.500

97.615.500

95,31

Pembinaan managament
Homestay / Pondok
Wisata

102.501.000

101.309.300

97,16

Pembinaan Tata kelola
Destination Management
Organization (DMO) di
Kawasan Strategis
Pariwisata

102.419.500

100.050.500

97.66
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Belanja Tidak Langsung (BTL)

Dari target realisasi anggaran sebesar 10,628,000,000 hanya terealisasi
sebesar 98,01%. Hal ini disebabkan adanya sisa anggaran pada Tambahan
Penghasilan Beban Kerja dan Kondisi Kerja dan tunjungan jabatan yang tidak dapat
terserap optimal hal ini disebabkan adanya punishment (atas kedisiplinan dan
capaian kinerja) serta hasil beban kinerja (pejabat pengadaan dan pemeriksa) yang
sebagiannya belum dapat dipertanggungjawabkan sehingga mempengaruhi terhadap

penyerapan anggaran yang tidak maksimal.

Belanja Langsung
Dari target realisasi anggaran sebesar 17,567,571,000,- yang terealisasi hanya

Rp 15.866.851.917,- atau sekitar 90,77 %. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa

kegiatan yang tidak dilaksanakan serta adanya beberapa kegiatan yang

penyerapannya tidak maksimal (dibawah 80 %) penjelasan atas kegiatan — kegiatan
dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengadaan barang dan jasa perkantoran pada tolok ukur kegiatan
pengadaan kendaraan operasional kantor, dimana berdasarkan rencana awal
kegiatan dimaksud akan melakukan pembelian kendaraan operasional berupa 1
(satu) wunit mobil Hiace dengan proses pembeliannya dilakukan melalui
pengadaan barang dan jasa (tender). Namun sampai dengan akhir masa
penawaran tidak ada satu pun penyedia yang masuk melakukan penawaran
terhadap penyediaan kendaraan operasional tersebut menjadi gagal lelang
sehingga anggaran sebesar Rp. 459,710,000,- tidak diserap.

2. Kegiatan Pembinaan Usaha Industri pada tolok ukur penghargaan usaha
akomodasi pariwisata yang berwawasan lingkungan, dimana berdasarkan
rencana awal kegiatan dimaksud akan melakukan pemberian penghargaan
kepada pelaku usaha akomodasi yang tersebar di delapan Kab/Kota se — Provinsi
Banten namun dikarenakan terdapat salah penempatan kode rekening. PPTK
kegiatan telah berkoordinasi dengan Biro Administrasi Pembangunan Daerah
SETDA Provinsi Banten serta Bappeda Provinsi Banten dimana keduanya
menyatakan bahwa terdapat kesalahan penempatan kode rekening sehingga tidak
sesuai jika digunakan sebagai pembayaran dewan juri sehingga berdasarkan
pertimbangan anggaran sebesar Rp. 47,651,000,- tidak diserap

3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada tolok ukur Fasilitasi peningkatan
kompetensi aparatur tidak dapat maksimal dalam melaksanakan kegiatannya.
Hal ini disebabkan minimnya surat undangan partisipasi dari OPD/Instansi

lainnya yang masuk untuk meminta peserta mengikuti kegiatan bimbingan teknis
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atau pelatihan lainnya yang dapat meningkatkan kompetensi aparatur sehingga
anggaran sebesar Rp. 9,000,000,- tidak diserap.

Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran pada tolok ukur kegiatan
HUT Banten dan Banten Expo tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya
peralihan leading sector (pelaksana tugas kegiatan) dari semula Dinas Pariwisata
beralih ke Biro Sekretariat Daerah Provinsi Banten demikian pula dengan Banten
Expo yang sebelumnya akan direncanakan oleh Disperindag Provinsi Banten
namun karena ada arahan Pimpinan untuk tidak dilaksanakan sehingga kegiatan
tidak dapat dilaksanakan sehingga anggaran sebesar Rp. 288.000.000,- tidak
diserap.

Sebagian kegiatan yang daya serapnya tidak mencapai 80 % lebih disebabkan
adanya biaya yang tidak digunakan (karena sudah terpenuhi) serta adanya

efisiensi anggaran yang bersumber dari pengadaan barang dan jasa / kontraktual
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BAB V
TUGAS PEMBANTUAN
A. Tugas Pembantuan Yang diterima

DASAR HUKUM

1)  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan

2)  Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman
Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

3) Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia SP DIPA 040.01.3.400620/2019

INSTANSI PEMBERI TUGAS DEKONSENTRASI

Kementerian Pariwisata

SATUAN KERJA YANG MELAKSANAKAN TUGAS DEKONSENTRASI
Bidang Pemasaran Pariwisata

Bidang Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN APBN TA. 2019
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Rencana dan Realisasi

a. Rencana dan Realisasi indikator kinerja Input

PROGRAM / REALISASI o
NO KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) RP) 3
I | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian
Pariwisata
1 | Pengembangan Perencanaan dan 90.200.000 79.424.000 | 88,05
Keuangan
Jumlah Dokumen 90.200.000 79.424.000 | 88,05
Perencanaan Program
dan Anggaran
II | Pengembangan Kepariwisataan
1 | Pengembangan Pemasaran 150.000.000 0 o
Pariwisata Wilayah China
Partisipasi Daerah Pada 150.000.000 0 0
Event Promosi Pariwisata
Wilayah 1II
2 | Pengembangan Pemasaran 650.000.000 277.851.136 | 42,75
Pariwisata Wilayah Indonesia
Tengah, Malaysia dan Brunai
1. Event Pariwisata 650.000.000 277.851.136 | 42,75
Daerah
2. Promosi Pariwisata
Mancanegara
Pengembangan Pemasaran 150.000.000 0 o
3 | Pariwisata Wilayah Australia dan
Oceania
Sales Mision dan Direct 150.000.000 0 0
Promotion
3 | Pengembangan SDM Pariwisata dan 685.000.000 680.500.673 | 99,35
Hubungan antar Lembaga
1. Jumlah SDM 685.000.000 680.500.673 | 99,35
Tersertifikasi dan
Memperoleh
Pembelakan Bidang
Pariwisata
2. Jumlah Lokasi yang
Memperoleh
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pembinaan Kemitraan
Usaha Masyarakat
JUMLAH 1.725.200.000 | 1.037.775.695 | 60,15
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b. Rencana dan Realisasi Indikator Kinerja Output

RENCANA REALISASI
PRIggcl;ﬁl\,g A];IAN TOLOK UKUR DAN % TOLOK UKUR DAN %
TARGET OUTPUT TARGET OUTPUT
Dukungan 100 100
Manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya
Kementerian
Pariwisata
Pengembangan 100 88,05
Perencanaan dan
Keuangan
Jumlah Dokumen | 100 | Tersedianya Jumlah | 88,05
Perencanaan Program Dokumen Perencanaan
dan Anggaran Program dan Anggaran
pada kegiatan
Perencanaan dan
Keuangan Tahun
Anggaran 2019
Pengembangan 100 58,61
Kepariwisataan
Pengembangan 100 100
Pemasaran
Pariwisata
Wilayah China
Partisipasi Daerah 100 | Kegiatan tidak 0
Pada Event Promosi Terlaksanakan
Pariwisata Wilayah II
Pengembangan 100 42,75
Pemasaran
Pariwisata
Wilayah
Indonesia
Tengah, Malaysia
dan Brunai
1. Event Pariwisata | 100 | 1. Terlaksananya 3 (tiga) | 42,75
Daerah kali kegiatan promosi
2. Promosi Pariwisata dalam  daerah  yang
Mancanegara dilaksanakan pada
kegiatan :
a. Partisipasi
Dukungan Event
Wisata Religi dan
Budaya
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RENCANA REALISASI
PRI?EG(?IQ%I A]:IAN TOLOK UKUR DAN % TOLOK UKUR DAN %
TARGET OUTPUT TARGET OUTPUT
b. Banten Beach
Festival tanggal 31
Agustus s.d 01
September 2019
bertempat di
Kawasan Pantai
Anyer
c. Partisipasi Promosi
Event
Kabupaten/Kota
2. Terlaksananya Promosi
Pariwisata Mancanegara
melalui kegiatan
Partisipasi Kegiatan
Promosi Pariwisata
diwilayah Pasar
Singapura Periode Juli-
September 2019 (Misi
Penjualan Tema Umum
tanggal 21 s.d 24
Agustus 2019 dan Misi
Penjualan Tema Diving
tanggal 04 s.d 07
September 2019)
Pengembangan 100 (0]
Pemasaran
Pariwisata
Wilayah Australia
dan Oceania
Partisipasi Daerah | 100 | Kegiatan tidak 0]
Pada Event Promosi dilaksanakan
Pariwisata
(Mancanegara)
Pengembangan 100 100
SDM Pariwisata
dan Hubungan
antar Lembaga
1. Jumlah SDM | 100 | 1. Terlaksanannya SDM 100
Tersertifikasi dan Tersertifikasi dan
Memperoleh Memperoleh
Pembelakan Bidang Pembelakan Bidang
Pariwisata Pariwisata melalui
2. Jumlah Lokasi yang kegiatan ;
Memperoleh a. Terlaksananya
Pemberdayaan pelatihan dasar bagi
Masyarakat dan siswa SMK untuk
Pembinaan memperoleh
Kemitraan Usaha pembekalan tentang
Masyarakat Kepariwisataan  di
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PROGRAM DAN
KEGIATAN

RENCANA

REALISASI

TOLOK UKUR DAN
TARGET OUTPUT

%

TOLOK UKUR DAN
TARGET OUTPUT

kabupaten /Kota se
Provinsi Banten di
Kab. Lebak, Kab.
Kota Tangerang
pada tgl 4 Mei 2019
dan 26 Juli 2019
total jumlah peserta
300 orang

. Terlaksananya

pelatihan dasar bagi
guru SMK untuk
memperoleh
pembekalan tentang
Kepariwisataan  di
kabupaten
Pandeglang tangga
25 April 2019
Serang tanggal 4
Mei 2019 dan
Tangerang tanggal
30 Agustus 2019
total jumlah peserta
300 orang

. Terlaksanakan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pembinaan Kemitraan
Usaha
melalui kegiatan :
a. Memberikan

Masyarakat

pembinaan dan
pengarahan
terhadap para
pelaku pariwisata
pada masyrakat
disekitar  destinasi
wisata di  Hotel
Amaris Cilegon pada
tanggal 24 agustus
2019 jumlah peserta
70 orang

. Memberikan
pembinaan dan
pengarahan
terhadap para
pengelola Homestay
untuk  menambah
wawasan serta
pengetahuan
sebagaimana
memberikan

%
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RENCANA REALISASI
PRgg;ﬁl,}’f A%AN TOLOK UKUR DAN o TOLOK UKUR DAN o
TARGET OUTPUT ° TARGET OUTPUT °

pelayanan terhadao

wisatawan yang
akan menginap dan
memberikan
pelayanan yang
prima  diharapkan
wiatawan tinggal
lebih lama  dan
merasa

nyaman.bertempat
di Hotel Lesemar
Serang pada tanggal
24- 25 Juni 2019
jumlah peserta 100
orang

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan capaian kinerja.

a.

Indikator Kinerja Input
Serapan realisasi anggaran APBN sebesar Rp. 1.035.775.695,- atau sekitar 60,15%
dari total pagu sebesar Rp. 1.725.200.000,- secara umum terdapat permasalahan
yang signifikan terhadap kode kegiatan yaitu :
-  Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah China (2587) anggaran sebesar Rp.
150.000.000,- yang tidak diserap
- Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Australia dan Oceania (25995)
anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- yang tidak diserap
-  Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Indonesia Tengah, Malaysia dan
Brunei sebesar Rp. 372.148.864,- yang tidak diserap
Penyebab tidak terserapnya keuangan tersebut dikarenakan kegiatan tidak dapat
dilaksanakan.
Sementara untuk kode rekening lainnya yang tidak dapat terserap pada seluruh
kegiatan / tolok ukur secara optimal terdapat Kode mata anggaran/ MAK sebagai
berikut ;
-  Kode mata anggaran/ MAK (521219) belanja barang non operasional lainnya
-  Kode mata anggaran/ MAK (522191) belanja beban jasa lainnya
Yang disebabkan karena adanya efisiensi pembelanjaan pada seluruh kegiatan
Indikator Kinerja Output
Target rencana capaian indikator kinerja output sebesar 100 % hanya terealisasi

80.15 % hal ini disebabkan terdapat 2 (dua) kegiatan yang tidak dilaksanakan
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dikarenakan tidak adanya pemberitahuan lebih lanjut dari deputi pemasaran
mancanegara terkait pelaksanaan kegiatan sales mision yang direncanakan kepada

Dinas Pariwisata Provinsi Banten

Solusi

Dapat lebih mengoptimalkan perencanaan keuangan agar tepat sasaran serta optimal
dalam penyerapan dan meningkatkan komunikasi dengan seluruh pihak yang terlibat
seperti Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Kab/Kota Se — Provinsi Banten agar
dapat melakukan persiapan hingga pelaksanaan kegiatan agar terencana baik dan

bijak dalam merelokasikan anggaran serta pembelanjaannya.

PENYELENGGARAAN TUGAS DEKONSENTRASI
YANG DIBERIKAN
B. Tugas Pembantuan yang diberikan
Dinas Pariwisata Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2019 tidak
mendapatkan tugas pembantuan (TP) dengan sifat yang diberikan dari Kementerian

Pariwisata/L/D/lainnya.
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BAB VI
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Dinas Pariwisata Provinsi Banten memiliki 1 (satu) Kerjasama antar daerah yaitu ;

Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (yang diwakili oleh

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat) dengan Pemerintah Provinsi

Banten ( yang diwaikili oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten) dengan nomor 556/2465—

sekre dengan nomor 556/2702 - Dispar/x/2019 tertanggal 21 Oktober 2019 tentang

Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Wilayah Provinsi Jawa Barat dan

Provinsi Banten.

B. DENGAN PIHAK KETIGA

Dinas Pariwisata Provinsi Banten memiliki 3 (tiga) Kontrak Kerjasama Terkait Penyusunan

Buku Pariwisata Banten dalam Angka dan pemasangan media promosi luar ruang,

sebagai berikut :

1.

Berita acara kesepakatan antara Dinas Pariwisata Provinsi Banten dengan Badan
Pusat Statistik Provinsi Banten dengan nomor 556/1354 — DISPAR/VI/2019 dengan
nomor 02/KS.P/36/10 - VI/2019 tertanggal 10 Juni 2019 tentang Pelaksanaan

Kegiatan Pengembangan Potensi Pasar Pariwisata.

. Perjanjian kerjasama antara PT. Marga Cipta Rest Area dengan Dinas Pariwisata

Provinsi Banten dengan nomor 029/KM.13.5-MCR/VIII/2019 dengan nomor
556/2513-Dispar/2019 tertanggal 16 Agustus 2019 tentang Penempatan Media

Promosi Pariwisata Provinsi Banten.

. Berita Acara Kesepakatan antara PT Angkasa Pura II (Persero) dengan Dinas

Pariwisata Provinsi Banten dengan Nomor BAC.09.02/01/12/2019/5671 tentang
Kerjasama di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta tertanggal 2 Desember 2019.

Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pariwisata Provinsi Banten dengan PT. ASDP
Indonesia Ferry dengan Nomor 556/2699/2019 dan Nomor
388 /Huk.203/ASDP_cum/2019 tertanggal 21 Oktober 2019 tentang Program Promosi
Pariwisata.

Nota Kesepahaman antara Dinas Pariwisata Provinsi Banten dengan PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Thk Kantor Wilayah IV dengan Nomor
556/2700/X/2019 dan Nomor 1692/KW4-BKU/2019 tertanggal 21 Oktober 2019
tentang Jasa Layanan Perbankan

Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pariwisata Provinsi Banten dengan PT. BANK

BNI (Persero) TBK dengan Nomor 556/2701/2019 dan Nomor

67



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 019

SRG/BNI/PKS/022/2019 tertanggal 21 Oktober 2019 tentang Program Pengembangan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah
Dinas Pariwisata Provinsi Banten tidak memiliki hubungan dengan Instansi Vertikal di
Daerah secara langsung.

D. Pembinaan Batas Wilayah
Dinas Pariwisata Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan dalam melakukan
pembinaan terhadap batas wilayah.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
Dinas Pariwisata Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam
melakukan pencegahan dan penanggulanan bencana selain pendukungan kepada
destinasi wisata yang membutuhkan.

F. Pengelolaan Kawasan Khusus
Dinas Pariwisata Provinsi Banten berdasarkan peraturan dan perundang - undangan
yang berlaku tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam pengelolaan kawasan
khusus seperti ; KEK Tanjung lesung namun hanya sebatas supporting kepada
administratur KEK serta kegiatan pengembangan promosi dan pengembangan daerah
/ zona penyanggah kawasan ekonomi khusus (Buffer Zone) KEK

G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
Dinas Pariwisata Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam
melakukan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban namun sebatas ikut
memelihara dan menjaga destinasi wisata saja bersama stakholder pariwisata agar

tetap ramai dikunjungi.
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BAB VII
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (SPM) dimana pada pasal 4 dijelaskan bahwa jenis SPM terdiri atas :

a.

Pendidikan

b. Pekerjaan Umum
c. Perumaha Rakyat
d.
e

. Sosial

Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan

Sementara urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan urusan pilihan Sesuai

Undang — undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sehingga Dinas

Pariwisata Provinsi Banten adalah urusan Pilihan dan tidak diwajibkan atau tidak

memiliki SPM dalam menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana yang

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tersebut.

A. Jenis Pelayanan Dasar
Dinas Pariwisata Provinsi Banten tidak termasuk yang melaksanakan dalam
urusan Wajib melainkan hanya urusan pilihan (data tidak tersedia)

B. Target Pencapaian SPM oleh Daerah
Dinas Pariwisata Provinsi Banten tidak termasuk yang melaksanakan dalam
urusan Waijib melainkan hanya urusan pilihan (data tidak tersedia)

C. Realisasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan
Dinas Pariwisata Provinsi Banten tidak termasuk yang melaksanakan dalam
urusan Wajib melainkan hanya urusan pilihan (data tidak tersedia)

D. Alokasi Anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan
Dinas Pariwisata Provinsi Banten tidak termasuk yang melaksanakan dalam
urusan Wajib melainkan hanya urusan pilihan (data tidak tersedia)

E. Dukungan Personil
Dinas Pariwisata Provinsi Banten tidak termasuk yang melaksanakan dalam
urusan Waijib melainkan hanya urusan pilihan (data tidak tersedia)

F. Permasalahan dan Solusi
Dinas Pariwisata Provinsi Banten tidak termasuk yang melaksanakan dalam
urusan Wajib melainkan hanya urusan pilihan (data tidak tersedia)
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BAB VIII

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

8.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Dinas Pariwisata Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2019 telah menetapkan Target
Kinerja dari masing-masing Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja
yang ditandatangani oleh para pejabat di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja (PERKIN) pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten :

Perjanjian Kinerja Eselon Il (Kepala Dinas)

No Sasaran Strategis Indikator Satuan Target
Kinerja
2 3 4 5
1 | Meningkatnya Jumlah Produk | Kontribusi Sektor % 2,89
Ekonomi Kreatif di Lokasi | PDRB
Wisata
2 | Membangun Sistem | Kontribusi Sektor % 2,89

Pemasaran Pariwisata yang | PDRB
Sinergitas dan Komprehensif

3 | Meningkatkan Kontribusi Sektor % 2,89
Profesionalisme SDM Industri | PDRB
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif

4 | Meningkatkan Jumlah | Kontribusi Sektor % 2,89
Destinasi Wisata dengan | PDRB
Dukungan Keragaman daya
Tariknya

5 | Mewujudkan Tata Kelola | Kontribusi Sektor % 2,89
Pemerintahan yang Handal | PDRB
dan Profesional

Perjanjian Kinerja Eselon lll (Sekretaris)

No Program Indikator Satuan Target

Kinerja
2 3 4 5

1 | Tata Kelola Pemerintahan Nilai IKM Skala (1 —4) 3.00

Perjanjian Kinerja Eselon Il (Kepala Bidang Destinasi)

No Program Indikator Satuan Target
Kinerja

1 2 3 4 5

Pengembangan Destinasi Presentasi
1 Pariwi Pengembangan % 20
ariwisata

Destinasi Wisata

Perjanjian Kinerja Eselon Ill (Kepala Bidang Pemasaran)
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No Program Indikator Satuan Target
Kinerja
1 2 3 4 5
Jumlah
Kunjungan Orang 15.601.344
Wisatawan
Pemasaran Produk | Rata - rata .
1 L . Hari 1,39
Pariwisata Lama Kunjungan
Rata - rata
Pengeluaran Rp 3.852.216,
Wisatawan

Perjanjian Kinerja Eselon Ill (Kepala Bidang Pengembangan SDM Parekraf)

No Program Indikator Satuan Target
Kinerja
1 2 3 4 5
Jumlah tenaga
Program Pengembangan | kerja yang
1 Sumberdaya Manusia | terlatin di sektor Orang 300
Pariwisata dan  Ekonomi | kepariwisataan
Kreatif dan ekonomi
kreatif
Perjanjian Kinerja Eselon Il (Kepala Bidang Pengembangan SDM Parekraf)
No Program Indikator Satuan Target
Kinerja
1 2 3 4 5
Program Pengembangan Jumlah Pusat
1 | Industri Pariwisata dan Sentra Ekonomi Lokasi 1
Ekonomi Kreatif Kreatif

Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)

No Kegiatan Indikator Kinerja Satuan | Target
1 2 3 4 5
1 | Perencanaan, Penyusunan Laporan Evaluasi Dokumen 3
Evaluasi dan Program dan Kegiatan
Pelaporan Penyusunan Perencaaan Dokumen 8
Program dan Kegiatan Tahunan
Penyusunan Laporan Evaluasi Dokumen 6
dan Pengendalian
Monitoring dan Evaluasi Dokumen 4

Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kepala Sub Bagian Keuangan)

No Kegiatan Indikator Kinerja Satuan | Target
1 2 3 4 5
1 | Penyusunan Penyusunan Dokumen Keuangan | Dokumen 17
Laporan Kinerja
Keuangan dan Penyusunan Tindak Lanjut Hasil | Dokumen 2
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Neraca Aset Pemeriksaan (TLHP) Aparat
Pengawas Internal Pemerintah
(APIP)
Dokumen 3
Penyusunan Laporan Pajak

Perjanjian Kinerja Eselon |V (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)

No Kegiatan Indikator Kinerja Satuan | Target
1 2 3 4 5
1 | Pengadaan Sarana | Pengadaan Sarana Prasarana Paket 6

Prasarana Kantor Kantor
2 | Pemeliharaan Pemeliharaan Sarana dan Bulan 12
Sarana dan Prasarana Kantor
Prasarana Kantor Pemeliharaan Inventaris Kantor / Bulan 12
APK Bulan 12
Pemeliharaan Inventaris Kantor
Komputer dan Laptop Bulan 12
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Gedung / Kantor
3 | Penyediaan Barang | Operasional Kantor tidak tetap Bulan 12
dan Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan Bulan 12
Perkantoran Gedung dan Halaman
Penyediaan Barang Habis Pakai Bulan 12
Penyediaan Bahan Cetak Bulan 12
Penyediaan Makan Minum Bulan 12
Kantor Bulan 12
Penyediaan Operasional Jasa Paket 2
Kantor
Pelaksanaan HUT Banten dan Bulan 12
Banten EXPO
Penyediaan BBM
4 | Peningkatan Fasilitasi Administrasi Orang 59
Kapasitas aparatur | Kepegawaian
5 | Rapat Koordinasi ke | Koordinasi dan Konsultasi Ke Bulan 12
dalamdan Ke luar dalam Daerah
Daerah Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Bulan 12
Daerah

Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kepala Seksi Promosi Pariwisata)

No Kegiatan Indikator Kinerja Satuan | Target
1 2 3 4 5
1 Promosi Pariwisata | Partisipasi Event Pariwisata dan Kali 3

Provinsi Banten Ekonomi Kreatif Skala daerah
dan Nasional
Komunitas Familiar Trip Dokumen 1
Banten Travel Exchange Dokumen 1
Launching Kalender Event Dokumen 1
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Travel Dialog Stakeholder dan Dokumen 1
Lintas provinsi Anggota MPU
Promosi di Media Cetak, Kali 17
Elektronik dan Website
Festival Tajung Lesung Kali 1
Banten Beach Festival Kali 1
Gebyar Wisata Banten Kali 1
Banten MICE Forum Kali 1
Festival Exciting Banten Kali 0

Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kepala Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata)

No Kegiatan Indikator Kinerja Satuan | Target
1 2 3 4 5
1 | Pengembangan Pengembangan Sistem Dokumen 1

Potensi Pasar Manajemen Informasi Pariwisata

Pariwisata Daerah / SIMPARDA
Penyusunan / Pembuatan Buku Dokumen 1
NESPARDA Banten
Pembuatan Buku Pariwisata Dokumen 1
Dalam Angka
Identifikasi Segmen Pasar Dokumen 1
Pariwisata
Penyusunan Survei Kepuasan Dokumen 1

Masyarakat

Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kepala Seksi Sarana dan Parasana Promosi Pariwisata

No Kegiatan Indikator Kinerja Satuan | Target
1 2 3 4 5
1 | Penyiapan Sarana | Pengadaan Materi dan Sarana Jenis 11
dan Prasarana Promosi Pariwisata Banten
Promosi Pariwisata | Pembuatan Materi Promosi Visual Jenis 5
Pariwisata Banten
Sewa Lokasi / 10
Bando/Billboard/Videotron/Reklam | Tempat
e/Pavilion Banten
Fasilitasi Kendaraan Hias Event Kali 2
Dalam Daerah dan Luar Daerah
Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata)
No Kegiatan Indikator Kinerja Satuan | Target
1 2 3 4 5
1 | Pengelolaan Pengelolaan Wisata Alam Obyek 1
Kawasan Strategis = "pgngelolaan Wisata Budaya / Obyek 1
Pariwisata Provinsi Religi
Banten Pengelolaan Minat Khusus / Obyek 1

Wisata Buatan
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Penyediaan amenitas kawasan Obyek 3
strategis Pariwisata
FGD Pengembangan kawasan Dokumen 1

Strategis pariwisata

Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata)
No Kegiatan Indikator Kinerja Satuan | Target
1 2 3 4 5
1 | Pengembangan Pembinaan Tata kelola Kelompok 1
Pemberdayaan Destination Management
Masyarakat Organization (DMO) di Kawasan
Destinasi Pariwisata | Strategis Pariwisata
Provinsi Banten Pembinaan managament Kelompok 1
Homestay / Pondok Wisata
Gerakan Aksi sadar wisata Kelompok 1

Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata)

No Kegiatan Indikator Kinerja Satuan | Target
1 2 3 4 5
1 | Optimalisasi Pengembangan Atraksi Wisata Obyek/At 3
Pengembangan Alam, Budaya dan Buatan raksi
Daya Tarik Wisata
Provinsi Banten
Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kepala Seksi SDM Ekonomi Kreatif)
No Kegiatan Indikator Kinerja Satuan | Target
1 2 3 4 5
1 | Pengembangan Pengembangan SDM Sub Sektor Orang 150
Sumber Daya Ekonomi Kreatif Provinsi
Manusia Pariwisata | Pengembangan SDM Ekonomi Orang 100
Ekonomi Kreatif Kreatif Menuju Hak Kekayaan
tingkat lanjutan Intelektual
Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kepala Seksi Pengembangan SDM Pariwisata
No Kegiatan Indikator Kinerja Satuan | Target
1 2 3 4 5
1 | Pengembangan Pengembangan SDM Pariwisata Orang 300
Sumber Daya di kawasan 10 ( sepuluh )
Manusia Pariwisata | Destinasi Unggulan Banten
Banten Pemilihan Kang Nong Orang 50
Pengembangan Duta Wisata Orang 25
Banten
Pengembangan SDM Penggerak Orang 250
Pariwisata
Penganugrahan Pelaku SDM Orang 15
Pariwisata berprestasi
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Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kepala Kepala Seksi Pengembangan Standarisasi dan Kualifikasi

SDM)
No Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5
1 | Peningkatan Peningkatan Kompetensi Orang 100
Standarisasi dan Manajemen MICE
Kualifikasi Sumber | Peningkatan Kompetensi SDM Orang 150
Daya Manusia Bidang Ekonomi Kreatif
Peningkatan Kompetensi SDM Orang 150
Bidang Pariwisata

Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kepala Seksi Standarisasi Industri Pariwisatan dan Ekonomi

Kreatif)
No Kegiatan Indikator Kinerja Satuan | Target
1 2 3 4 5
1 | Standarisasi Usaha | Advokasi dan Supervisi Dokumen 1
Industri Pariwisata Standarisasi Usaha Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif | Penghargaan Industri Usaha Dokumen 1

terbaik

Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kepala Seksi Pengembangan Industri Pariwisata)

No Kegiatan Indikator Kinerja Satuan | Target
1 2 3 4 5
1 | Pembinaan Usaha Penguatan Kemitraan Usaha Dokumen 70

Industri Pariwisata Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Forum Bisnis Usaha Industri Dokumen 90
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
tingkat Nasional
Pembuatan Pola Perjalanan Dokumen 30
Pariwisata Banten 10 destinasi
unggulan
Peningkatan Produk Industri Industri 80
Pariwisata
Penghargaan Usaha Akomodasi Industri 6
pariwisata yang berwawasan
lingkungan
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Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kapala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif)
No Kegiatan Indikator Kinerja Satuan | Target
1 2 3 4 5
1 | Pengembangan Penyediaan sarana dan Kab/Kota 1
Potensi Ekonomi prasarana Kota kreatif
Kreatif Pengembangan potensi usaha Kali 20
ekonomi kreatif melalui pameran
produk kreatif dalam dan luar
daerah
Pembuatan Profil Pengembangan | Dokumen 1
Ekonomi Kreatif
Penyusunan Rencana Aksi Dokumen 1

Daerah (RAD)Pengembangan
Ekonomi Kreatif Banten
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8.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019 pada dasarnya terlaksana sesuai dengan
yang telah direncanakan. Pencapaian target dari suatu kegiatan merupakan tolok ukur
keberhasilan sebuah perencanaan yang baik, karena suatu proses tanpa adanya sebuah target
bagaikan berjalan tanpa arah. Maka dari itu sebelum pelaksanan suatu kegiatan harus

ditentukan dahulu target yang akan dicapai.

Untuk mencapai target kinerja, Dinas Pariwisata Provinsi Banten pada tahun anggaran
2019 melaksanakan 5 (lima) Program, 20 (dua puluh) kegiatan dan jumlah tolok ukur kegiatan
69 (enam puluh sembilan). Sementara untuk anggaran terdiri dari, belanja langsung sebesar
Rp. 15,977,050,000,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 10,718,000,000,- dan total
anggaran Belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 26,695,050,000,-

dengan Realisasi Belanja sebagaimana berikut :

Berikut ini kami sampaikan capaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun

Anggaran 2019 :

Urusan/Bidang DPA Perubahan Tahun 2019
Urusan
Pemecli’mtahan Indikator Kinerja Program / Targ.et Realisasi %
an Capaian
. Tolok Ukur R
Program/Kegiat Kinerja
an
1 2 3 4 5
Meningkatnya Kontribusi Sektor PDRB 2,89 2,89 100
Jumlah  Produk
Ekonomi  Kreatif
di Lokasi Wisata
Membangun Kontribusi Sektor PDRB 2,89 2,89 100
Sistem
Pemasaran

Pariwisata yang
Sinergitas  dan
Komprehensif

Meningkatkan Kontribusi Sektor PDRB 2,89 2,89 100
Profesionalisme
SDM Industri
Pariwisata  dan
Ekonomi Kreatif

Meningkatkan Kontribusi Sektor PDRB 2,89 2,89 100
Jumlah Destinasi
Wisata dengan
Dukungan

Keragaman daya
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Tariknya
Tata . Kelola Nilai IKM 3 3 100
Pemerintahan
Pengembangan Presentasi Pengembangan 20 20 100
Destinasi Destinasi Wisata
Pariwisata
Pemasaran
Produk Jumlah Kunjungan Wisatawan | 15.601.344 | 14.327.432 | 91.83
Pariwisata
Program
Pengembangan
aumbgrdaya Rata — rata Lama Kunjungan 1,39 1,31 94.24
anusia
Pariwisata  dan
Ekonomi Kreatif
Program
Pengembangan
ndueti Rata — rata Pengeluaran | ;g5 516 | 3418582 | 88.74
L Wisatawan
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Perencanaan, Penyusunan Laporan Evaluasi 3 3 100
Evaluasi dan .
Pelaporan Program dan Kegiatan
Penyusunan Perencaaan 8 8 100
Program dan Kegiatan
Tahunan 6 6 100
Penyusunan Laporan Evaluasi 4 4 100
dan Pengendalian
Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Penyusunan Dokumen 17 17 100
Laporan Kinerja Keuangan
Keuangan dan 2 2 100
Neraca Aset Penyusunan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan (TLHP)
Aparat Pengawas Internal
Pemerintah (APIP) 3 3 100
Penyusunan Laporan Pajak
Pengadaan Pengadaan Sarana Prasarana 6 7 85
Sarana Kantor
Prasarana Kantor
Pemeliharaan Pemeliharaan Sarana dan 12 12 100
Sarana dan
Prasarana Kantor
Prasarana Kantor
Pemeliharaan Inventaris
Kantor / APK 12 12 100
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Pemeliharaan Inventaris 12 12 100
Kantor Komputer dan Laptop
Pemeliharaan dan Rehabilitasi 12 12 100
Gedung / Kantor
Penyediaan Operasional Kantor tidak tetap 12 12 100
Barang dan Jasa . ,
Perkantoran Penyediaan Jasa Kebersihan 12 12 100
Gedung dan Halaman
Penyediaan Barang Habis 12 12 100
Pakai 12 12 100
Penyediaan Bahan Cetak 12 12 100
Penyediaan Makan Minum
12 12 100
Kantor
Penyediaan Operasional Jasa
Kantor o o 100
Pelaksanaan HUT Banten dan
Banten EXPO 12 12 100
Penyediaan BBM
Peningkatan Fasilitasi Administrasi 59 59 100
Kapasitas Kepegawaian
aparatur
Rapat Koordinasi Koordinasi dan Konsultasi Ke 12 12 100
ke dalamdan Ke dalam Daerah
luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi Ke 12 12 100
luar Daerah
Promosi Partisipasi Event Pariwisata 3 3 100
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala
Provinsi Banten daerah dan Nasional
Komunitas Familiar Trip 1 1 100
Banten Travel Exchange 1 1 100
Launching Kalender Event 1 1 100
Travel Dialog Stakeholder dan 1 1 100
Lintas provinsi Anggota MPU
Promosi di Media Cetak, 17 17 100
Elektronik dan Website
Festival Tajung Lesung 1 1 100
Banten Beach Festival 1 1 100
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Gebyar Wisata Banten 1 1 100
Banten MICE Forum 1 1 100
Festival Exciting Banten 0 0 100
Pengembangan Pengembangan Sistem 1 1 100
Potensi Pasar Manajemen Informasi
Pariwisata Pariwisata Daerah /
SIMPARDA
Penyusunan / Pembuatan 1 1 100
Buku NESPARDA Banten
Pembuatan Buku Pariwisata 1 1 100
Dalam Angka
Identifikasi Segmen Pasar 1 1 100
Pariwisata
Penyusunan Survei Kepuasan 1 1 100
Masyarakat
Penyiapan Pengadaan Materi dan Sarana 11 11 100
Sarana dan Promosi Pariwisata Banten
Prasarana Pembuatan Materi Promosi 5 5 100
Promosi Visual Pariwisata Banten
Pariwisata Sewa 10 10 100
Bando/Billboard/Videotron/Rek
lame/Pavilion Banten
Fasilitasi Kendaraan Hias 2 2 100
Event Dalam Daerah dan Luar
Daerah
Pengelolaan Pengelolaan Wisata Alam 1 1 100
gtawasa}n Pengelolaan Wisata Budaya / 1 1 100
rategis Religi
E?c:yivrllss?ganten Pe_ngelolaan Minat Khusus / 1 1 100
Wisata Buatan
Penyediaan amenitas 3 3 100
kawasan strategis Pariwisata
FGD Pengembangan kawasan 1 1 100
Strategis pariwisata
Pengembangan Pembinaan Tata kelola 1 1 100
Pemberdayaan Destination Management
Masyarakat Organization (DMO) di
Destinasi Kawasan Strategis Pariwisata
Pariwisata Pembinaan managament 1 1 100
Provinsi Banten Homestay / Pondok Wisata
Gerakan Aksi sadar wisata 1 1 100
Optimalisasi Pengembangan Atraksi Wisata 3 3 100
Pengembangan Alam, Budaya dan Buatan
Daya Tarik
Wisata Provinsi
Banten
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Pengembangan Pengembangan SDM Sub 150 150 100
Sumber Daya Sektor Ekonomi Kreatif
Manusia Provinsi
Pariwisata Pengembangan SDM Ekonomi 100 100 100
Ekonomi Kreatif Kreatif Menuju Hak Kekayaan
tingkat lanjutan Intelektual
Pengembangan Pengembangan SDM 300 300 100
Sumber Daya Pariwisata di kawasan 10 (
Manusia sepuluh ) Destinasi Unggulan
Pariwisata Banten
Banten Pemilihan Kang Nong 50 50 100
Pengembangan Duta Wisata 25 25 100
Banten
Pengembangan SDM 250 250 100
Penggerak Pariwisata
Penganugrahan Pelaku SDM 15 15 100
Pariwisata berprestasi
Peningkatan Peningkatan Kompetensi 100 100 100
Standarisasi dan Manajemen MICE
Kualifikasi Peningkatan Kompetensi SDM 150 150 100
Sumber Daya Bidang Ekonomi Kreatif
Manusia Peningkatan Kompetensi SDM 150 150 100
Bidang Pariwisata
Standarisasi Advokasi dan Supervisi 1 1 100
Usaha Industri Standarisasi Usaha Pariwisata
Pariwisata dan Penghargaan Industri Usaha 1 1 100
Ekonomi Kreatif terbaik
Pengembangan Penyediaan sarana dan 1 1 100
Potensi Ekonomi prasarana Kota kreatif
Kreatif Pengembangan potensi usaha 20 20 100
ekonomi kreatif melalui
pameran produk kreatif dalam
dan luar daerah
Pembuatan Profil 1 1 100
Pengembangan Ekonomi
Kreatif
Penyusunan Rencana Aksi 1 1 100
Daerah (RAD)Pengembangan
Ekonomi Kreatif Banten
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8.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

TABEL PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN TAHUN 2018 - 2019

NO Tahun Anggaran 2018 Tahun Anggaran 2019
Rencana (%) | Realisasi (%) | Rencana (%) Realisasi (%)
1 100 97,10 100 97.79

Penjelasan
Dilihat dari tabel diatas, realisasi fisik kegiatan 2019 lebih besar dibandingkan

realisasi fisik kegiatan 2018 dengan deviasi sebesar 0.69 % lebih besar (Tahun
2018). Faktor yang mempengaruhi adanya kenaikan capaian kinerja fisik kegiatan
pada tahun 2019 adalah dikarenakan adanya beberapa tolok ukur kegiatan yang
terlaksana secara optimal.

Faktor Keberhasilan

Adanya dukungan anggaran yang cukup besar jika dibandikan dengan tahun
2018, sehingga pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan secara
umum mudah dilaksanakan oleh masing — masing PPTK.

Faktor Penghambat

Adanya kelemahan dalam pengawasan yang melekat, yang dilakukan oleh masing

— masing koordinator PPTK kepada PPTK serta PPTK kepada pelaksana

penyusunan anggaran kegiatan sehingga berakibat terhadap ;

a. Adanya sisa lebih penggunaan anggaran / Silpa yang tidak terprediksi
sehingga berpengaruh terhadap prosentase sisa anggaran.

b. Adanya beberapa tolok ukur yang tidak terlaksana seperti ; 1. Fasilitasi
kegiatan HUT Banten, 2. Penghargaan Usaha Akomodasi pariwisata yang
berwawasan lingkungan serta terdapat beberapa tolok ukur kegiatan lainnya

yang capaian kegiatannya tidak maksimal (100 %)
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8.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan

Jangka Menengah

Berikut disampaikan capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan

jangka menengah :

Rencana dan Realisasi Outcome Perbandingan Target antara RPJMD

Destinasi Pariwisata

Destinasi Wisata

Realisasi
Capaian
Target
Indikator Kinerja Target RPJMD Tingkat
Program Program RPJMD RPJMD Provinsi Capaian (%)
(Outcome) Melalui
Pelaksanaan
RKPD
2019 2019 2019
1 2 3 4 5
Program Tata Kelola | Nilai IKM (Satuan:
Pemerintahan Skala (1-4)) 3,00 3,07 102.33
Program
Pengembangan Jumlah Pusat Sentra 1 1 100
Industri Pariwisata Ekonomi Kreatif
dan Ekonomi Kreatif
Program Pemasaran | Jumlah Kunjungan 15.601.344 | 14.327.432 91.83
Produk Pariwisata Wisatawan ’
Rata-Rata Lama 1,39 131 94.24
Kunjungan
Rata-Rata Pengeluaran | 3 g5 516 | 3.418.582 88.74
Wisatawan
Program Jumlah tenaga kerja
Pengembangan h di sekt
Sumberdaya Manusia iangFeﬂa“ 1 sextor 300 400 133.33
. epariwisataan dan
Pariwisata dan K  kreatif
Ekonomi Kreatif cronomt kreatl
Program Presentasi
Pengembangan Pengembangan 20 20 100
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8.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang

Telah Dicapai

Dari segi penggunaan anggaran serta capaian pelaksanaan kegiatan, berikut

ditampilkan penjelasan terkait efiensi penggunaan atas faktor — faktor tersebut ;

a.

b.

Belanja Tidak Langsung (BTL)

Dari target realisasi anggaran sebesar Rp. 15,628,000,000 hanya
terealisasi sebesar 98,01% sebesar Rp. 15.317.663.540 Hal ini disebabkan
adanya sisa anggaran pada Tambahan Penghasilan Beban Kerja dan Kondisi
Kerja dan tunjungan jabatan yang tidak dapat terserap optimal hal ini
disebabkan adanya punishment (atas kedisiplinan dan capaian kinerja) serta
hasil beban kinerja (pejabat pengadaan dan pemeriksa) yang sebagiannya
belum dapat dipertanggungjawabkan sehingga mempengaruhi terhadap

penyerapan anggaran yang tidak maksimal.

Belanja Langsung (BL)

Dari target realisasi anggaran sebesar 17,567,571,000,- yang terealisasi
hanya Rp 15.964.060.917,- atau sekitar 90,77 %. Hal ini disebabkan oleh
adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan serta adanya beberapa
kegiatan yang penyerapannya tidak maksimal (dibawah 80 %) penjelasan
atas kegiatan — kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengadaan barang dan jasa perkantoran pada tolok ukur
kegiatan pengadaan kendaraan operasional kantor, dimana berdasarkan
rencana awal kegiatan dimaksud akan melakukan pembelian kendaraan
operasional berupa 1 (satu) unit mobil Hiace dengan proses pembeliannya
dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa (tender). Namun sampai
dengan akhir masa penawaran tidak ada satu pun penyedia yang masuk
melakukan penawaran terhadap penyediaan kendaraan operasional
tersebut menjadi gagal lelang sehingga anggaran sebesar Rp.
459,710,000,- tidak diserap.

2. Kegiatan Pembinaan Usaha Industri pada tolok ukur penghargaan
usaha akomodasi pariwisata yang berwawasan lingkungan, dimana
berdasarkan rencana awal kegiatan dimaksud akan melakukan pemberian

penghargaan kepada pelaku usaha akomodasi yang tersebar di delapan
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Kab/Kota se — Provinsi Banten namun dikarenakan terdapat salah
penempatan kode rekening. PPTK kegiatan telah berkoordinasi dengan Biro
Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Banten serta Bappeda
Provinsi Banten dimana keduanya menyatakan bahwa terdapat kesalahan
penempatan kode rekening sehingga tidak sesuai jika digunakan sebagai
pembayaran dewan juri sehingga berdasarkan pertimbangan anggaran
sebesar Rp. 47,651,000,- tidak diserap

3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada tolok ukur Fasilitasi
peningkatan kompetensi aparatur tidak dapat maksimal dalam
melaksanakan kegiatannya. Hal ini disebabkan minimnya surat undangan
partisipasi dari OPD/Instansi lainnya yang masuk untuk meminta peserta
mengikuti kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan lainnya yang dapat
meningkatkan kompetensi aparatur sehingga anggaran sebesar Rp.
9,000,000,- tidak diserap.

4. Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran pada tolok
ukur kegiatan HUT Banten dan Banten Expo tidak dapat dilaksanakan
dikarenakan adanya peralihan leading sector (pelaksana tugas kegiatan)
dari semula Dinas Pariwisata beralih ke Biro Sekretariat Daerah Provinsi
Banten demikian pula dengan Banten Expo yang sebelumnya akan
direncanakan oleh Disperindag Provinsi Banten namun karena ada arahan
Pimpinan untuk tidak dilaksanakan sehingga kegiatan tidak dapat
dilaksanakan sehingga anggaran sebesar Rp. 288.000.000,- tidak diserap.
5. Sebagian kegiatan yang daya serapnya tidak mencapai 80 % lebih
disebabkan adanya biaya yang tidak digunakan (karena sudah terpenuhi)
serta adanya efisiensi anggaran yang bersumber dari pengadaan barang

dan jasa / kontraktual
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8.6 Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Tercatat bahwa penyerapan fisik kegiatan secara keseluruhan pada Dinas

Pariwisata Provinsi Banten hanya 97,79 % dari target capaian 100 %

Secara umum, pelaksanaan kegiatan sudah berjalan sesuai dengan target dan

rencana namun Kondisi dari realisasi capaian kinerja output kegiatan yang telah

dilaksanakan Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, dan selanjutnya

realisasi capaian menurut dari masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan sampai

dengan Bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
dan
Program/Keg

DPA Perubahan Tahun 2019

Indikator Kinerja Program / Tolok
Ukur

Target
Capaian
Kinerja

Realisasi

%

1

2

3

Meningkatnya

Jumlah Produk
Ekonomi Kreatif
di Lokasi Wisata

Kontribusi Sektor PDRB

2.89 %

2.89 %

100

Membangun
Sistem
Pemasaran
Pariwisata yang
Sinergitas dan
Komprehensif

Kontribusi Sektor PDRB

2.89%

2.89%

100

Meningkatkan

Profesionalisme
SDM Industri
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

Kontribusi Sektor PDRB

2.89%

2.89%

100

Meningkatkan
Jumlah
Destinasi
Wisata dengan
Dukungan
Keragaman
daya Tariknya

Kontribusi Sektor PDRB

2.89%

2.89%

100

Mewujudkan
Tata Kelola
Pemerintahan
yang Handal
dan Profesional

Nilai IKM

3,00

3,07

102.33

Pengembangan
Destinasi
Pariwisata

Presentasi Pengembangan
Destinasi Wisata

20 %

20 %

100
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Pemasaran
Produk Jumlah Kunjungan
Pariwisata Wisatawan 15.601.344 14.327.432 91.83
Rata — rata Lama Kunjungan 1,39 1,31 94.24
Rata — rata Pengeluaran | 5 a55 916 | 3418582 | 88.74
Wisatawan
Program
Pengembangan . ,
Jumlah tenaga kerja yang terlatih
'\SAL;r:SSeiradaya di sektor kepariwisataan dan 300 Orang 400 Orang | 133.33
L ekonomi kreatif
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Program
Pengembangan
Industri Jumlah Pusat Sentra 1 1 100
- Ekonomi Kreatif
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Perencanaan, Penyusunan Laporan Evaluasi 3 Dokumen | 3 Dokumen 100
Evaluasi dan .
Program dan Kegiatan
Pelaporan
Penyusunan Perencaaan 8 Dokumen | 8 Dokumen 100
Program dan Kegiatan Tahunan
Penyusunan Laporan Evaluasi 6 Dokumen | 6 Dokumen 100
dan Pengendalian
4 Dokumen | 4 Dokumen 100
Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Penyusunan Dokumen 17 17 100
Laporan Kinerja Keuangan Dokumen Dokumen
Keuangan dan 100
Neraca Aset Penyusunan Tindak Lanjut Hasil | 2 Dokumen | 2 Dokumen
Pemeriksaan (TLHP) Aparat
Pengawas Internal Pemerintah
(APIP)
Penyusunan Laporan Pajak 3 Dokumen | 3 Dokumen 100
Pengadaan Pengadaan Sarana Prasarana 6 Paket 5 Paket 85
Sarana Kantor
Prasarana
Kantor
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Pemeliharaan Pemeliharaan Sarana dan 12 Bulan 12 Bulan 100
Sarana dan
Prasarana Kantor
Prasarana
Kantor Pemeliharaan Inventaris Kantor / 12 Bulan 12 Bulan 100
APK
Pemeliharaan Inventaris Kantor 12 Bulan 12 Bulan 100
Komputer dan Laptop
Pemeliharaan dan Rehabilitasi 12 Bulan 12 Bulan 100
Gedung / Kantor
Penyediaan Operasional Kantor tidak tetap 12 Bulan 12 Bulan 100
Barang dan
Jasa
Perkantoran Penyediaan Jasa Kebersihan 12 Bulan 12 Bulan 100
Gedung dan Halaman
Penyediaan Barang Habis Pakai 12 Bulan 12 Bulan 100
Penyediaan Bahan Cetak 12 Bulan 12 Bulan 100
Penyediaan Makan Minum 12 Bulan 12 Bulan 100
Kantor
Penyediaan Operasional Jasa 12 Bulan 12 Bulan 100
Kantor
Pelaksanaan HUT Banten dan 2 Bulan 2 Bulan 100
Banten EXPO 12Bulan | 12Bulan | 100
Penyediaan BBM
Peningkatan Fasilitasi Administrasi 59 Orang 59 Orang 100
Kapasitas Kepegawaian
aparatur
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke 12 Bulan 12 Bulan 100
Koordinasi ke dalam Daerah
dalamdan Ke
luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi Ke 12 Bulan 12 Bulan 100

luar Daerah
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Promosi Partisipasi Event Pariwisata dan 3 Kali 3 Kali 100
Pariwisata Ekonomi Kreatif Skala daerah
Provinsi Banten dan Nasional
Komunitas Familiar Trip 1 Event 1 Event 100
Banten Travel Exchange 1 Event 1 Event 100
Launching Kalender Event 1 Kali 1 Kali 100
Travel Dialog Stakeholder dan 1 Kali 1 Kali 100
Lintas provinsi Anggota MPU
Promosi di Media Cetak, 17 Jenis 17 Jenis 100
Elektronik dan Website
Festival Tajung Lesung 1 Event 1 Event 100
Banten Beach Festival 1 Event 1 Event 100
Gebyar Wisata Banten 1 Event 1 Event 100
Banten MICE Forum 1 Event 1 Event 100
Festival Exciting Banten 0 Event 0 Event 100
Pengembangan Pengembangan Sistem 1 Dokumen | 1 Dokumen 100
Potensi Pasar Manajemen Informasi Pariwisata
Pariwisata Daerah / SIMPARDA
Penyusunan / Pembuatan Buku 1 Dokumen | 1 Dokumen 100
NESPARDA Banten
Pembuatan Buku Pariwisata 1 Dokumen | 1 Dokumen 100
Dalam Angka
Identifikasi Segmen Pasar 1 Dokumen | 1 Dokumen 100
Pariwisata
Penyusunan Survei Kepuasan 1 Dokumen | 1 Dokumen 100
Masyarakat
Penyiapan Pengadaan Materi dan Sarana 11 jenis
Sarana dan Promosi Pariwisata Banten
Prasarana Pembuatan Materi Promosi 11. Lokasi 11. Lokasi 100
Promosi Visual Pariwisata Banten
Pariwisata Sewa 5 Kali 5 Kali 100
Bando/Billboard/Videotron/Rekla
me/Pavilion Banten
Fasilitasi Kendaraan Hias Event 10 Lokasi 10 Lokasi 100
Dalam Daerah dan Luar Daerah
Fasilitasi Kendaraan Hias Event 2 Kali 2 Kali 100
Dalam Daerah dan Luar Daerah
Pengelolaan Pengelolaan Wisata Alam 1 Obyek 1 Obyek 100
Kawasan
Strategis Pengelolaan Wisata Budaya / 1 Obyek 1 Obyek 100
Religi
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Pariwisata Pengelolaan Minat Khusus / 1 Obyek 1 Obyek 100
Provinsi Banten Wisata Buatan
Penyediaan amenitas kawasan 3 Obyek 3 Obyek 100
strategis Pariwisata
FGD Pengembangan kawasan 1 Obyek 1 Obyek 100
Strategis pariwisata
Pengembangan Pembinaan Tata kelola 1 1 Kelompok 100
Pemberdayaan Destination Management Kelompok
Masyarakat Organization (DMO) di Kawasan
Destinasi Strategis Pariwisata
Pariwisata Pembinaan managament 1 1 Kelompok 100
Provinsi Banten Homestay / Pondok Wisata Kelompok
Gerakan Aksi sadar wisata 1 1 Kelompok 100
Kelompok
Optimalisasi Pengembangan Atraksi Wisata 3 Obyek/ 3 Obyek/ 100
Pengembangan Alam, Budaya dan Buatan Atraksi Atraksi
Daya Tarik
Wisata Provinsi
Banten
Pengembangan Pengembangan SDM Sub Sektor | 150 Orang | 150 Orang 100
Sumber Daya Ekonomi Kreatif Provinsi
Manusia Pengembangan SDM Ekonomi 100 Orang | 100 Orang 100
Pariwisata Kreatif Menuju Hak Kekayaan
Ekonomi Kreatif Intelektual
tingkat lanjutan
Pengembangan Pengembangan SDM Pariwisata | 300 Orang | 300 Orang 100
Sumber Daya di kawasan 10 ( sepuluh )
Manusia Destinasi Unggulan Banten
Pariwisata Pemilihan Kang Nong 50 Orang 50 Orang 100
Banten
Pengembangan Duta Wisata 25 Orang 25 Orang 100
Banten
Pengembangan SDM Penggerak | 250 Orang | 250 Orang 100
Pariwisata
Penganugrahan Pelaku SDM 15 Orang 15 Orang 100
Pariwisata berprestasi
Peningkatan Peningkatan Kompetensi 100 Orang | 100 Orang 100
Standarisasi Manajemen MICE
dan Kualifikasi Peningkatan Kompetensi SDM 150 Orang | 150 Orang 100
Sumber Daya Bidang Ekonomi Kreatif
Manusia Peningkatan Kompetensi SDM 150 Orang | 150 Orang 100
Bidang Pariwisata
Standarisasi Advokasi dan Supervisi 1 Dokumen | 1 Dokumen 100
Usaha Industri Standarisasi Usaha Pariwisata
Pariwisata dan Penghargaan Industri Usaha 1 Dokumen | 1 Dokumen 100
Ekonomi Kreatif terbaik
Pembinaan Penguatan Kemitraan Usaha 70 70 100
Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dokumen Dokumen
Pariwisata Forum Bisnis Usaha Industri 90 90 100
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dokumen Dokumen
tingkat Nasional

90




Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 019
Pembuatan Pola Perjalanan 30 30 100
Pariwisata Banten 10 destinasi Dokumen Dokumen
unggulan
Peningkatan Produk Industri 80 80 100
Pariwisata Dokumen Dokumen
Penghargaan Usaha Akomodasi | 6 Dokuemn | 6 Dokuemn 100
pariwisata yang berwawasan
lingkungan
Pengembangan Penyediaan sarana dan 1 Kab/ Kota | 1 Kab/ Kota 100
Potensi prasarana Kota kreatif
Ekonomi Kreatif Pengembangan potensi usaha 20. Kali 20. Kali 100
ekonomi kreatif melalui pameran
produk kreatif dalam dan luar
daerah
Pembuatan Profil 1 Dokumen | 1 Dokumen 100
Pengembangan Ekonomi Kreatif
Penyusunan Rencana Aksi 1 Dokumen | 1 Dokumen 100
Daerah (RAD)Pengembangan
Ekonomi Kreatif Banten
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D. PENUTUP

Penyusunan LPPD Dinas Pariwisata Provinsi Banten tahun anggaran 2019
sebagai bentuk atas laporan pelaksanaan tugas yang diemban oleh Dinas
Pariwisata Provinsi Banten sebagai Organisasi Perangkat Daerah ( OPD )
Pemerintah Provinsi Banten yang melaksanakan urusan pilihan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran pelaksanaan
2019.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan sudah berjalan sesuai dengan target
dan rencana namun terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang
kurang dapat diantisipasi secara baik sehingga berdampak terhadap tidak
terlaksananya beberapa kegiatan/tolok ukur kegiatan dan hal tersebut

mempengaruhi kinerja capaian dan outcome Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

Solusi kedepannya terkait dengan hasil capaian kinerja Dinas Pariwisata
Tahun Anggaran 2019 adalah terdapat beberapa catatan yang harus diperbaiki
diantaranya :

1. Diperlukan pengukuran kemampuan SDM (self assesment)] guna
mempertimbangkan kemampuan dalam merencanakan dan merealisasikan
suatu kegiatan

2. Diperlukan komunikasi atau koordinasi antar instansi / OPD agar dapat
menjadi pembuka wawasan dalam mempertimbangkan apabila terjadi
permasalahan teknis dan non teknis yang dapat menghambat kegiatan
sehingga mudah dilakukan pemecahan sebaik — baiknya.

3. Diperlukan pengawasan berjenjang dalam hal perencanaan terutama dalam
penyusunan rancangan anggaran sehingga dapat meminimalisir kesalahan

terhadap penempatan kode rekening belanja.
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Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun
2019 disusun dalam rangka melaporkan hasil pelaksanaan tugas
pemerintahan pada urusan pilihan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan
semangat meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi
kreatif melalui terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, good

and clean governance.

Serang, Januari 2020

KEPALA DINAS
PARIWISATA PROVINSI BANTEN

ENENG NURCAHYATI
Pembina Utama Madya
NIP. 19620825 198704 2 001
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